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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengeluaran desa 

sebagai instrumen kebijakan publik untuk mempercepat pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Desa Kurungan Nyawa 

memiliki potensi sumber daya alam, kelembagaan, dan masyarakat 

yang cukup kuat, tetapi kebutuhan pembangunan masih lebih besar 

daripada kemampuan anggaran desa. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis implementasi pengeluaran desa, kesesuaian 

perencanaan, alokasi, dan realisasi dengan prioritas SDGs Desa, 

kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat, serta faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaannya. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan 

perangkat Desa Kurungan Nyawa pada 17 Juli 2026, observasi, dan 

dokumentasi, terutama profil desa, data kelembagaan, serta informasi 

perencanaan dan pengeluaran desa. Informan penelitian meliputi 

kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur 

umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. 

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, 

penarikan simpulan, dan pemeriksaan keabsahan melalui triangulasi 

sumber dan teknik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengeluaran desa 

telah dilakukan melalui mekanisme partisipatif dan berjenjang, 

dimulai dari musyawarah tingkat dusun hingga Musyawarah Desa 

sebagai dasar penyusunan RKP Desa dan APBDes. Alokasi 

pengeluaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti 

bantuan sosial, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, 

pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan ekonomi lokal. Program 

tersebut relevan dengan beberapa tujuan SDGs Desa, meskipun 

integrasi indikator, kualitas data, kapasitas aparatur, dan 

keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan. Dengan demikian, 

pengeluaran Desa Kurungan Nyawa berkontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan, tetapi membutuhkan penguatan 

perencanaan berbasis data dan evaluasi capaian. 

Kata Kunci: Pengeluaran Desa; SDGs Desa; APBDes; Pembangunan 

Berkelanjutan. 
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ABSTRACT 

This study is motivated by the importance of village expenditure as a 

public policy instrument to accelerate the achievement of the Village 

Sustainable Development Goals (Village SDGs). Kurungan Nyawa Village 

has natural resources, active institutions, and community participation; 

however, development needs remain greater than the available village 

budget. This study aims to analyze village expenditure implementation, its 

alignment with Village SDGs priorities, its contribution to community 

development, and its supporting and inhibiting factors. 

This research used a descriptive qualitative approach through field 

research. Data were collected through interviews with Kurungan Nyawa 

Village officials on July 17, 2026, observation, and documentation, including 

village profile documents, institutional data, and information on village 

planning and expenditure. The informants were the village head, village 

secretary, finance officer, planning officer, general affairs officer, head of 

government affairs, head of welfare affairs, and head of service affairs. Data 

were analyzed through reduction, display, conclusion drawing, and source 

and technique triangulation. 

The findings show that village expenditure has been implemented 

through a participatory and sequential mechanism, beginning with hamlet-

level deliberations and continuing to the Village Deliberation Forum as the 

basis for preparing the Village Government Work Plan and Village Budget. 

Expenditure allocation is directed toward basic community needs, including 

social assistance, food security, health services, education, road 

construction, clean water, sanitation, and local economic development. These 

programs support several Village SDGs targets, although indicator 

integration, data quality, apparatus capacity, and budget limitations remain 

obstacles. Thus, village expenditure contributes to sustainable development 

but requires stronger data-based planning and evaluation. 

Keywords: Village Expenditure; Village SDGs; Village Budget; Sustainable 

Development. 
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MOTTO 

 

َ لََ يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْهَ 
ه

 وَلََ تبَْغِ الْفسََادَ فىِ الَْرَْضِِۗ انَِّ اّللّ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

QS. Al-Qashash [28]: 77 

 

  



viii 

 

PERSEMBAHAN 

 

Segala puji syukur kupersembahkan ke hadirat Allah SWT. Rabb 

Semesta alam, atas rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya yang senantiasa 

menyertai langkahku hingga akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi 

ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa 

syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada: 

1. Cinta pertama saya Ayahanda tercinta, Helman Arif. Sosok pertama yang 

menyambut kehadiran saya ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Terima 

kasih telah berjuang dalam mengupayakan kehidupan yang terbaik untuk 

anak perempuan satu-satunya ini, berkorban keringat, tenaga dan pikiran. 

Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku 

perkuliahan, namun beliau mampu mendidik saya memberikan motivasi, 

dukungan moral dan material serta doa sehingga meringankan langkah 

saya dalam menyelesaiakan skrpsi ini. 

2. Ibunda Tercinta, Rita Hisnara. Sosok luar biasa yang menjadi tempat 

pendidikan perama saya. Terima kasih sebesar-besarnya atas cinta yang 

tidak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih telah 

menjadi wanita kuat, hebat dan sabar untuk mendampingi saya dari awal 

hingga bisa berada di titik ini. Terima kasih sudah menjadi sosok terbaik 

yang selalu mengusahakan apapun untuk anak perempuan satu-satunya 

ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun beliau sendiri 

tidak merasakan pedidikan sampai bangku perkuliahan. Terima kasih 

sekali lagi atas segala kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi 

perjalanan hidup saya. 

3. Teruntuk Saudara kandungku tersayang. Briptu Andree Ari Pratama, 

Prada Anggy Dharma Jaya, dan tak lupa kakak iparku dan Keponakanku 

Viona Adelia Andini Putri, Amd.Keb, Rizaidan Pratama Drena yang 

selalu memberikan dukungan, canda tawa, dan semangat di saat aku lelah 

dan hampir menyerah. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam 

penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Di antara tawa 

yang kita bagi, nasihat yang kalian berikan, dan doa yang selalu 

mengiringi, aku menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Kehadiran 

kalian menjadi pengingat bahwa aku tidak pernah benar-benar sendiri, 

bahkan di saat terberat sekalipun, semoga kebersamaan ini selalu menjadi 

sumber semangat. 

4. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini 

diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan 

hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi 

ini yaitu diriku sendiri, Helda Pranita. Anak perempuan pertama dan 



ix 

 

harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah 

bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta 

hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku 

bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian 

yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu 

tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima 

dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap 

berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam 

dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat 

untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah 

kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta 

mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin. 

  



x 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dengan nama lengkap Helda Pranita dilahirkan di Bandar 

Lampung pada tanggal 17 Desember 2004. Penulis merupakan anak ketiga 

dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Helman Arif dan Ibu 

Rita Hisnara. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada tahun ajaran 2009 di 

Sekolah Taman Kanak-kanak Budaya, dan berhasil menyelesaikan 

pendidikan tersebut pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan 

pendidikan Sekolah Dasar Negeri 02 Sumberjo pada tahun ajaran 2010 dan 

lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan 

menengah pertama di SMP 13 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016 dan 

lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan 

menengah atas ditempuh di SMA 07 Bandar Lampung pada tahun ajaran 

2019 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, 

penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas 

Islam Nrgri Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Pada Program Studi 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.  

 

 

 

Bandar Lampung, 25 Mei 2026 

 

 

 

 

 

Helda Pranita 

Npm. 2251010062 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Puji syukur dipajatkan kehadirat Allah SWTberkah rahmat, hidayah, 

anugrah dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesikan penulisan 

skripsi dengan judul “Peluang Penerapan Green Sukuk Sebagai Instrumen 

Pembiayaan Desa Berkelanjutan di Desa Kurungan Nyawa Kabupaten 

Pesawaran”. Serta Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, 

yang telah memberikan contoh akhlakul karimah bagi seluruh muslim 

penjuru dunia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memproleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, 

arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja‟far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran 

Wakil Dekan I, II, Dan III. 

2. Anas Malik, M.E. Sy, selaku Ketua program Studi/Jurusan Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

3. Dr. Madnasir. SE., M. SI, dan Ibu Nurhayati S. Kom., M.M selaku 

pembimbing I dan II yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu 

banyak untuk memberikan kritik, saran dan arahan kepada penulis 

sehingga terselesaikan Skripsi ini.  

4. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh 

pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. 

5. Kepada Keluaraga Besar yang penulis cintai, yang senantiasa menyertai 

dengan doa dan dukungan tulus sepanjang perjalanan studi, khususnya 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala bentuk perhatian serta kasih 

sayang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah penulis. 

6. Kepada partner teman hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting 

kehadirannya. M. Farid Tamsya S.M, yang menjadi salah satu 

penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-

hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu 

tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terima kasih banyak telah menjadi 

bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan 

skripsi ini.  Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu 

lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, 

senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. 

Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya 

untuk kita berdua…. Aamiin. 



xii 

 

7. Sahabat terbaikku Sabrina Rahmadaniya, A.Md. Kes Terima kasih sudah 

setia menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Kamu 

adalah manusia hebat yang penulis temui disepanjang perjalanan hidup 

penulis. Semoga setelah ini kebahagiaan akan terus menghampiri mu dan 

semoga kita akan menggapai semua angan dan cita-cita dengan 

kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT, Aamiin. 

8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Khususnya Kelas H dan 

seluruh Teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 2022. 

9. Almameter ku tercinta, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah 

memberikan tempat dalam menuntut ilmu pengetahuan serta pengalaman 

yang tak ternilai harganya.  

10. Kepada seluruh staf akademik dan kemahasiswaan yang selama ini selalu 

siap membantu dengan penuh kesabaran dan profesionalisme. Dukungan 

mereka dalam mengurus berbagai administrasi dan kelancaran proses 

akademik memberikan kemudahan yang sangat berarti bagi penulis. 

Tanpa bantuan mereka perjalanan studi ini tidak akan berjalan sebaik dan 

selancar yang dirasakan saat ini.  

11. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga Skripsi ini 

dapat terselesaikan.  

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita 

semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada 

penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik 

dari segi penyajian maupun penyusunan materinya, oleh karena itu, penulis 

sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk 

penulis agar Skripsi ini dapat menjadi rujukan atau refrensi yang bermanfaat 

bagi orang lain.  

 

 

Bandar lampung 25 Mei 2026 

 

 

 

Helda Pranita 

Npm. 2251010062 

  



xiii 

 

DAFTAR ISI 

 
ABSTRACT ........................................................................................ iii 

PERSETUJUAN ............................... Error! Bookmark not defined. 

PENGESAHAN ................................ Error! Bookmark not defined. 

MOTTO ............................................................................................... v 

PERSEMBAHAN ........................................................................... viii 

KATA PENGANTAR ....................................................................... xi 

DAFTAR ISI ................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1 

A. Penegasan Judul ........................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah .............................................................. 2 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah .............................................. 14 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian .................................................. 17 

E. Rumusan Masalah ...................................................................... 19 

F. Tujuan Penelitian ........................................................................ 20 

G. Manfaat Penelitian ..................................................................... 20 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ............................... 22 

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................ 35 

A. Teori Kebijakan Publik .............................................................. 35 

B. Pengeluaran Desa ....................................................................... 44 

C. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa .......................... 53 

D. Pembangunan Berkelanjutan ..................................................... 64 

E. Teori Maqashid Syariah ............................................................. 74 

F. Kerangka Berpikir ...................................................................... 84 

BAB III METODE PENELITIAN ..... Error! Bookmark not defined. 



xiv 

 

A. Metode Penelitian ...................... Error! Bookmark not defined. 

B. Sistematika Pembahasan ............ Error! Bookmark not defined. 

BAB IV HASIL PENELITIAN .......................................................... 91 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................... 91 

1. Profil Desa Kurungan Nyawa ................................................. 91 

2. Visi dan Misi Desa Kurungan Nyawa .................................... 93 

3. Struktur Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa ...................... 96 

4. Kondisi Sosial, Fisik, Sarana, dan Prasarana Desa ................. 98 

5. Potensi Desa dan Relevansinya dengan SDGs Desa ...... Error! 

Bookmark not defined. 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian ........................................ 101 

1. Data Informan Penelitian ...................................................... 101 

2. Fakta Perencanaan Pengeluaran Desa .................................. 102 

3. Fakta Alokasi Pengeluaran Desa .......................................... 105 

4. Fakta Faktor Pendukung dan Penghambat ........................... 108 

C. Analisis Data Penelitian ........................................................... 112 

1. Analisis Implementasi Perencanaan Pengeluaran Desa........ 112 

2. Analisis Alokasi Pengeluaran Desa terhadap SDGs Desa .... 113 

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi. 116 

4. Analisis Pengeluaran Desa dalam Perspektif Pembangunan 

Berkelanjutan dan Maqashid Syariah ....................................... 118 

5. Simpulan Analisis Sementara ............................................... 120 

D. Temuan Penelitian ................................................................... 121 

1. Implementasi Pengeluaran Desa dalam Mendukung SDGs 

Desa .......................................................................................... 122 

2. Kesesuaian Pengeluaran Desa dengan Prioritas SDGs Desa 126 

3. Faktor Pendukung Implementasi Pengeluaran Desa ............ 129 

4. Faktor Penghambat Implementasi Pengeluaran Desa ........... 132 



xv 

 

5. Implikasi Temuan Penelitian ................................................ 135 

BAB V PENUTUP ........................................................................... 139 

A. Simpulan .................................................................................. 139 

B. Rekomendasi ............................................................................ 144 

DAFTAR RUJUKAN ...................................................................... 148 

LAMPIRAN ..................................................................................... 175 

Lampiran 4. profil desa kurungan nyawa ......................................... 178 

Lampiran 4. Dokumentasi Pra Penelitian ......................................... 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

2. Pengeluaran Desa 

Pengeluaran desa dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta 

pemberdayaan masyarakat. Definisi operasional ini 

digunakan sebagai satu-satunya batasan konsep pengeluaran 

desa dalam penelitian, sehingga analisis diarahkan pada 

perencanaan, alokasi, realisasi, akuntabilitas, dan manfaat 

belanja bagi masyarakat. 

4. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 

merupakan upaya melokalkan agenda pembangunan 

berkelanjutan ke tingkat desa melalui pengintegrasian 

dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola. 

Kerangka tersebut mengarahkan pembangunan desa agar 

tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi 

juga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan 

kesehatan dan pendidikan, menjaga lingkungan, serta 

memperkuat kelembagaan dan partisipasi masyarakat. 

Berbeda dari SDGs global yang memiliki 17 tujuan, SDGs 
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Desa mengembangkan 18 tujuan dengan tambahan tujuan 

kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.1 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan proses 

perubahan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan 

kapasitas ekonomi, pemerataan akses layanan, serta 

perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam kondisi 

ideal, pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya 

infrastruktur fisik, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan 

masyarakat untuk hidup sehat, produktif, berpendidikan, 

berdaya, dan memiliki kesempatan yang sama dalam 

menikmati hasil pembangunan.2 

Dalam perspektif ekonomi publik, pengeluaran 

pemerintah merupakan instrumen penting untuk 

mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan manfaat, dan 

menstabilkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Pengeluaran desa sebagai bagian dari belanja sektor publik 

seharusnya menjadi sarana untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat secara langsung karena desa merupakan unit 

pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Oleh sebab 

itu, kualitas pengeluaran desa perlu dinilai bukan hanya dari 

                                                      
1 Reni Febriani dan Suryadi Samudra, “Implementasi Sustainable Development 

Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” Jurnal 

Ilmiah Publika 11, no. 1 (2023): 337–340. 
2 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Economic Development, 12th ed. 

(Boston: Pearson, 2015), 14-17; Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford: 

Oxford University Press, 1999), 3-11. 
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jumlah anggaran yang terserap, melainkan juga dari manfaat 

yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.3 

Secara kelembagaan, desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, 

serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah. 

Kewenangan tersebut memberi ruang bagi pemerintah desa 

untuk menyusun perencanaan, menetapkan prioritas, dan 

mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai 

kebutuhan lokal. Dalam kondisi ideal, APBDesa harus 

menjadi alat pembangunan yang menghubungkan aspirasi 

masyarakat, program prioritas, dan capaian pembangunan 

yang terukur.4 

Pengelolaan pengeluaran desa juga tidak dapat 

dilepaskan dari prinsip tata kelola keuangan publik. 

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, 

transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. 

Prinsip tersebut penting karena pengeluaran desa menyangkut 

dana publik yang dipergunakan untuk kepentingan 

masyarakat luas, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan 

                                                      
3 Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and 

Practice, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 1989), 5-13; Joseph E. Stiglitz dan Jay K. 

Rosengard, Economics of the Public Sector, 4th ed. (New York: W. W. Norton, 

2015), 7-12. 
4  Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(Jakarta: Erlangga, 2011), 73-80; Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia 

(Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 30-43. 
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harus memiliki dasar kebutuhan, sasaran program, dan 

manfaat pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.5 

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 

pengeluaran desa idealnya tidak hanya diarahkan pada 

pembangunan jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian 

tujuan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, 

dan tata kelola. Agenda Sustainable Development Goals 

menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus dilihat 

secara terpadu karena pengurangan kemiskinan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan layak, infrastruktur, lingkungan, dan 

kelembagaan saling berkaitan satu sama lain.6 

Konsep SDGs kemudian dilokalkan ke dalam SDGs 

Desa sebagai agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat 

desa. SDGs Desa memuat 18 tujuan pembangunan yang 

diturunkan dari SDGs nasional dan disesuaikan dengan 

konteks desa, antara lain desa tanpa kemiskinan, desa sehat 

dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, infrastruktur dan 

inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, desa 

peduli lingkungan, serta kelembagaan desa dinamis dan 

budaya desa adaptif. Dengan demikian, SDGs Desa dapat 

dijadikan ukuran untuk menilai arah pembangunan dan 

penggunaan anggaran desa.7 

                                                      
5 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2018), 20-28; Indra 

Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Jakarta: Erlangga, 2010), 47-55. 
6  Jeffrey D. Sachs, Guido Schmidt-Traub, Mariana Mazzucato, Dirk Messner, 

Nebojsa Nakicenovic, dan Johan Rockström, “Six Transformations to Achieve the 

Sustainable Development Goals,” Nature Sustainability 2 (2019): 805-814; Mark 

Stafford-Smith et al., “Integration: The Key to Implementing the Sustainable 

Development Goals,” Sustainability Science 12, no. 6 (2017): 911-919. 
7 David Le Blanc, “Towards Integration at Last? The Sustainable Development 

Goals as a Network of Targets,” Sustainable Development 23, no. 3 (2015): 176-187; 

Reni Febriani dan Suryadi Samudra, “Implementasi Sustainable Development Goals 
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Agar pengeluaran desa mendukung SDGs Desa, 

proses penyusunan program tidak cukup dilakukan secara 

administratif, tetapi perlu berbasis data dan partisipasi 

masyarakat. Perencanaan yang melibatkan masyarakat 

memungkinkan pemerintah desa mengetahui persoalan riil, 

kelompok rentan, potensi lokal, dan prioritas kebutuhan 

warga. Partisipasi juga memperkuat pengawasan sosial 

sehingga pelaksanaan kegiatan tidak hanya mengikuti 

dokumen anggaran, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan 

dan manfaat publik.8 

Kajian pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa 

keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh 

ketersediaan dana, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, 

kepemimpinan lokal, pengetahuan masyarakat, dan 

kemampuan desa mengelola sumber daya bersama. Dana 

yang besar dapat menjadi tidak efektif apabila tidak disertai 

perencanaan yang tepat, koordinasi antaraktor, dan 

mekanisme pengawasan yang jelas. Sebaliknya, dana yang 

terbatas tetap dapat memberi dampak apabila diarahkan pada 

program yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal.9 

Secara faktual, desa telah menjadi salah satu fokus 

penting kebijakan pembangunan nasional melalui alokasi 

                                                                                                                  
(SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” Jurnal Ilmiah 

Publika 11, no. 1 (2023): 337-340. 
8  Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the 

American Institute of Planners 35, no. 4 (1969): 216-224; Elinor Ostrom, Governing 

the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990), 88-102. 
9  Robert Chambers, Rural Development: Putting the Last First (London: 

Longman, 1983), 103-120; David C. Korten, “Community Organization and Rural 

Development: A Learning Process Approach,” Public Administration Review 40, no. 

5 (1980): 480-511. 
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Dana Desa. Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada 

tahun 2024 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp71 triliun 

kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia. Pada tahun anggaran 2025, Dana Desa kembali 

ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun yang 

dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran 

berjalan dan Rp2 triliun yang dihitung pada tahun anggaran 

berjalan.10 

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa desa 

memiliki ruang fiskal yang penting untuk mempercepat 

pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam 

konteks kewilayahan, data BPS menunjukkan bahwa Provinsi 

Lampung pada tahun 2025 memiliki 2.654 desa/kelurahan, 

sementara publikasi Statistik Indonesia 2025 menegaskan 

pentingnya data statistik pemerintah, sosial-demografi, dan 

ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. 

Data ini memperlihatkan bahwa pembangunan desa di 

Lampung membutuhkan pengelolaan anggaran yang terarah, 

berbasis bukti, dan selaras dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan.11 

Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu wilayah di 

Provinsi Lampung juga memerlukan dukungan data yang 

kuat dalam proses perencanaan pembangunan. BPS 

Kabupaten Pesawaran menerbitkan publikasi tahunan 

                                                      
10  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Transparansi dan Keterbukaan 

Informasi adalah Pilar Paling Penting dalam Pengelolaan Dana Desa,” Kementerian 

Keuangan, 6 Agustus 2024; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Rincian 

Dana Desa per Desa TA 2025,” Kementerian Keuangan, 29 Oktober 2024. 
11 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2025,” Tabel 

Statistik BPS, 2026; Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2025 (Jakarta: BPS, 

2025), 1-3. 
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Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2025 yang mencakup 

keadaan geografi, pemerintahan, sosial-demografi, dan 

perekonomian daerah. Pada tingkat kecamatan, publikasi 

Kecamatan Gedong Tataan Dalam Angka 2025 memuat data 

tahun 2024 mengenai penduduk, pendidikan, kesehatan, 

pertanian, peternakan, pariwisata, dan perdagangan, sehingga 

relevan digunakan sebagai dasar awal dalam memahami 

konteks pembangunan Desa Kurungan Nyawa.12 

Meskipun ruang fiskal desa semakin besar, fenomena 

umum yang masih sering terjadi adalah kuatnya orientasi 

belanja pada kegiatan fisik dan administratif, sementara 

hubungan antara pengeluaran desa dengan capaian 

kesejahteraan belum selalu terukur secara jelas. Beberapa 

kajian mengenai desentralisasi desa di Indonesia 

menunjukkan bahwa peningkatan dana perlu diikuti dengan 

kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola 

perencanaan, penganggaran, akuntabilitas, dan keterlibatan 

masyarakat agar tujuan pembangunan tidak berhenti pada 

keluaran kegiatan saja.13 

Kesenjangan antara anggaran dan hasil pembangunan 

dapat terjadi ketika program yang dibiayai belum sepenuhnya 

berbasis kebutuhan warga atau belum dikaitkan dengan 

                                                      
12  Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesawaran Dalam 

Angka 2025 (Pesawaran: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025), 1-5; Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan Dalam Angka 2025 

(Pesawaran: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025), 1-4. 
13 Blane D. Lewis, “Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) 

Mistakes,” Public Administration and Development 35, no. 5 (2015): 347-359; Hans 

Antlöv, Anna Wetterberg, dan Leni Dharmawan, “Village Governance, Community 

Life, and the 2014 Village Law in Indonesia,” Bulletin of Indonesian Economic 

Studies 52, no. 2 (2016): 161-183. 
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indikator capaian yang jelas. Dalam perspektif pembangunan 

manusia, kemiskinan dan kesejahteraan tidak hanya 

menyangkut pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, 

kesehatan, sanitasi, pekerjaan, lingkungan layak, dan 

partisipasi. Karena itu, belanja desa yang hanya dinilai 

berdasarkan serapan anggaran berisiko mengabaikan dimensi 

kesejahteraan yang lebih luas.14 

Penelitian mengenai APBDesa menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pengeluaran desa dapat menghadapi persoalan 

dalam aspek perencanaan, transparansi, ketepatan sasaran, 

dan pengawasan masyarakat. Pengeluaran yang tidak 

didukung data memadai dapat menyebabkan program tidak 

sepenuhnya menjawab masalah prioritas. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa implementasi pengeluaran desa perlu 

ditelaah lebih jauh, terutama untuk mengetahui apakah 

penggunaan anggaran telah benar-benar mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan.15 

Dalam kajian implementasi kebijakan, keberhasilan 

program ditentukan oleh kejelasan tujuan, sumber daya, 

komunikasi, struktur pelaksana, disposisi pelaksana, serta 

lingkungan sosial politik yang mempengaruhinya. Hal 

tersebut relevan dengan pengeluaran desa karena APBDesa 

merupakan kebijakan tahunan yang harus diterjemahkan ke 

                                                      
14  Sabina Alkire dan James Foster, “Counting and Multidimensional Poverty 

Measurement,” Journal of Public Economics 95, no. 7-8 (2011): 476-487; Amartya 

Sen, Development as Freedom, 87-110. 
15 Ersantiana Kue Wea dan Any Rustia Dewi, “Analisis Pelaksanaan Pengeluaran 

Biaya APBDesa dalam Menunjang Pembangunan Desa,” Jurnal Ilmiah Bisnis dan 

Perpajakan 1, no. 1 (2019): 4-7; Sumiati, “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan 

Padaherang Kabupaten Pangandaran,” Jurnal MODERAT 4, no. 4 (2018): 124-130. 
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dalam kegiatan nyata. Apabila perencanaan tidak jelas, 

sumber daya terbatas, atau pelaksana tidak memahami 

sasaran program, maka capaian pembangunan desa juga 

dapat menjadi kurang optimal.16 

Kesenjangan lain muncul pada hubungan antara 

dokumen perencanaan desa dan agenda SDGs Desa. Secara 

ideal, RKPDesa dan APBDesa perlu menjadi instrumen yang 

mengarahkan belanja kepada tujuan SDGs Desa yang paling 

sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun dalam praktik, 

keterhubungan tersebut sering belum dinilai secara 

sistematis. Akibatnya, pemerintah desa dapat saja 

melaksanakan kegiatan pembangunan, tetapi belum diketahui 

secara jelas kontribusinya terhadap tujuan seperti desa tanpa 

kemiskinan, desa sehat, pendidikan berkualitas, infrastruktur 

sesuai kebutuhan, atau kelembagaan desa yang dinamis.17 

Kualitas belanja publik juga menuntut adanya 

efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan 

penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk 

menghasilkan keluaran tertentu, sedangkan efektivitas 

berkaitan dengan sejauh mana keluaran tersebut mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks desa, 

pengeluaran yang efektif adalah pengeluaran yang mampu 

menjawab masalah masyarakat, memperkuat pelayanan 

                                                      
16  Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation 

Process: A Conceptual Framework,” Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445-

488; George C. Edward III, Implementing Public Policy (Washington, DC: 

Congressional Quarterly Press, 1980), 9-12. 
17  Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World 

(Princeton: Princeton University Press, 1980), 6-15; Daniel A. Mazmanian dan Paul 

A. Sabatier, Implementation and Public Policy (Glenview: Scott, Foresman and 

Company, 1983), 20-35. 
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publik, dan memberi dampak pada indikator pembangunan, 

bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia.18 

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas SDGs 

Desa sebagai upaya menuju kemandirian desa dan 

memperlihatkan bahwa keberhasilan pencapaiannya 

memerlukan koordinasi, data, partisipasi, serta kemampuan 

kelembagaan. Namun, penelitian tersebut lebih banyak 

menjelaskan pelaksanaan SDGs Desa secara umum. Masih 

diperlukan kajian yang secara khusus menempatkan 

pengeluaran desa sebagai objek analisis untuk melihat apakah 

realisasi belanja desa sudah sesuai dengan agenda SDGs 

Desa.19 

Kajian lain mengenai penerapan SDGs Desa juga 

menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan dapat bersumber 

dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya 

pemahaman aparatur, keterbatasan data, dan belum 

optimalnya partisipasi masyarakat. Temuan tersebut 

memperkuat kebutuhan untuk meneliti implementasi 

pengeluaran desa, sebab penggunaan anggaran yang tidak 

disertai pemahaman SDGs Desa dapat membuat program 

pembangunan berjalan secara rutin administratif, tetapi 

                                                      
18  Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010), 85-96; 

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi 

Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 33-45. 
19 Reni Febriani dan Suryadi Samudra, “Implementasi Sustainable Development 

Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” Jurnal 

Ilmiah Publika 11, no. 1 (2023): 337-340; Frank Biermann et al., “Scientific Evidence 

on the Political Impact of the Sustainable Development Goals,” Nature Sustainability 

5 (2022): 795-800. 
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belum sepenuhnya menjadi strategi pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan.20 

Dari sisi literatur SDGs, terdapat penekanan bahwa 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan 

integrasi lintas sektor dan pengukuran yang saling terhubung. 

Tujuan pembangunan tidak dapat dicapai secara terpisah 

karena program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan saling 

mempengaruhi. Oleh karena itu, pengeluaran desa perlu 

dianalisis dengan pendekatan terpadu agar dapat diketahui 

keterkaitannya dengan beberapa tujuan SDGs Desa 

sekaligus.21 

Dalam praktik pembangunan berbasis masyarakat, 

ketepatan sasaran juga menjadi isu penting. Program yang 

dirancang tanpa pemetaan kebutuhan dan kelompok penerima 

manfaat dapat tidak tepat sasaran, terutama bagi masyarakat 

miskin, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, atau 

kelompok rentan lainnya. Penelitian mengenai penargetan 

bantuan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas data 

dan mekanisme seleksi sangat berpengaruh terhadap akurasi 

penerima manfaat. Hal ini relevan bagi pengeluaran desa 

                                                      
20  Muhammad Fardh‟lu Rizky dan Dadang Mashur, “Penerapan Sustainable 

Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 15 (2022): 385-

394; Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public 

Services (New York: Russell Sage Foundation, 1980), 3-12. 
21 David Le Blanc, “Towards Integration at Last?,” 176-187; Mark Stafford-Smith 

et al., “Integration: The Key to Implementing the Sustainable Development Goals,” 

911-919. 
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karena program desa seharusnya memberikan manfaat 

kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.22 

Desa Kurungan Nyawa sebagai lokasi penelitian 

berada dalam wilayah Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten 

Pesawaran. Sebagai desa yang menjalankan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat melalui APBDesa, Desa 

Kurungan Nyawa perlu dilihat dari sejauh mana 

pengeluarannya telah diarahkan kepada program yang 

mendukung SDGs Desa. Pemilihan lokasi ini menjadi 

penting karena analisis berbasis desa dapat memberikan 

gambaran yang lebih dekat dengan realitas pengambilan 

keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan manfaat program bagi 

masyarakat.23 

Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya 

jarak antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Secara ideal, 

pengeluaran desa harus mendukung pencapaian SDGs Desa 

melalui program yang partisipatif, berbasis data, tepat 

sasaran, dan berkelanjutan. Akan tetapi, secara faktual belum 

selalu tersedia kajian yang menunjukkan keterkaitan 

langsung antara alokasi dan realisasi pengeluaran Desa 

Kurungan Nyawa dengan tujuan SDGs Desa. Kesenjangan 

inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian.24 

                                                      
22 Vivi Alatas et al., “Targeting the Poor: Evidence from a Field Experiment in 

Indonesia,” American Economic Review 102, no. 4 (2012): 1206-1240; Sabina Alkire 

dan James Foster, “Counting and Multidimensional Poverty Measurement,” 476-487. 
23 V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 17-28; Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 89-96. 
24  Christopher Hood, “A Public Management for All Seasons?,” Public 

Administration 69, no. 1 (1991): 3-19; Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 27-35. 
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Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk 

menilai apakah pengeluaran desa telah menjadi instrumen 

pembangunan yang efektif atau hanya menjadi kegiatan rutin 

tahunan. Apabila masalah ini tidak dikaji, pemerintah desa 

dapat kehilangan dasar evaluasi dalam menyusun prioritas 

anggaran berikutnya. Dampaknya, program yang dibiayai 

berpotensi tidak sepenuhnya menyentuh persoalan strategis 

seperti kemiskinan, kualitas layanan dasar, pemberdayaan 

ekonomi, lingkungan, dan penguatan kelembagaan desa.25 

Penelitian mengenai implementasi pengeluaran desa 

juga penting untuk memperkuat akuntabilitas publik. 

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa 

digunakan, apa hasilnya, siapa penerima manfaatnya, dan 

bagaimana kaitannya dengan pencapaian tujuan 

pembangunan. Transparansi dan pertanggungjawaban bukan 

hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari 

kepercayaan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. 

Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi 

keberlanjutan program pembangunan desa.26 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul 

“Analisis Implementasi Pengeluaran Desa dalam Mendukung 

Pencapaian Program Sustainable Development Goals (SDGs) 

Desa Kurungan Nyawa” perlu dilakukan untuk mengkaji 

proses perencanaan, alokasi, pelaksanaan, realisasi, kendala, 

                                                      
25  Edward B. Barbier, “The Concept of Sustainable Economic Development,” 

Environmental Conservation 14, no. 2 (1987): 101-110; Kate Raworth, Doughnut 

Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (London: Random 

House Business Books, 2017), 44-58. 
26  Dwipayana Ari dan Sutoro Eko, Membangun Good Governance di Desa 

(Yogyakarta: IRE Press, 2003), 15-28; Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen 

Participation,” 216-224. 
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dan kontribusi pengeluaran desa terhadap SDGs Desa. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

empiris mengenai kualitas penggunaan anggaran desa serta 

menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam menyusun 

kebijakan pengeluaran yang lebih terarah, transparan, dan 

berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.27 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini 

perlu diarahkan secara jelas agar pembahasan tidak melebar 

dari pokok persoalan yang dikaji. Identifikasi masalah 

digunakan untuk menunjukkan sejumlah persoalan yang 

muncul dalam pelaksanaan pengeluaran desa, sedangkan 

batasan masalah digunakan untuk menetapkan ruang lingkup 

penelitian agar analisis lebih fokus, mendalam, dan sesuai 

dengan kemampuan data yang dapat diperoleh di lapangan.28 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berangkat 

dari adanya kebutuhan untuk melihat apakah pengeluaran 

desa telah dilaksanakan sesuai dengan arah pembangunan 

berkelanjutan. Pengeluaran desa idealnya tidak hanya 

berorientasi pada terserapnya anggaran, tetapi juga diarahkan 

pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, penguatan 

                                                      
27 Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian, “The Implementation of Public 

Policy: A Framework of Analysis,” Policy Studies Journal 8, no. 4 (1980): 538-560; 

Ersantiana Kue Wea dan Any Rustia Dewi, “Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya 

APBDesa dalam Menunjang Pembangunan Desa,” 4-7. 
28  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2019), 94-97. 
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pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan 

kualitas lingkungan, serta pencapaian tujuan SDGs Desa.29 

a. Pengeluaran Desa Kurungan Nyawa belum seluruhnya 

dipetakan secara jelas berdasarkan tujuan dan indikator 

SDGs Desa, sehingga hubungan antara program yang 

dibiayai desa dengan sasaran pembangunan 

berkelanjutan masih perlu dikaji secara lebih mendalam. 

b. Perencanaan pengeluaran desa belum tentu sepenuhnya 

berbasis data kebutuhan masyarakat dan data SDGs 

Desa, padahal perencanaan berbasis data diperlukan agar 

program desa lebih tepat sasaran. 

c. Alokasi dan realisasi belanja desa sering kali lebih 

mudah dilihat dari sisi keluaran kegiatan, seperti 

pembangunan fisik atau terselenggaranya program, tetapi 

belum selalu menunjukkan manfaat langsung terhadap 

pencapaian tujuan SDGs Desa. 

d. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran desa masih 

perlu dianalisis karena partisipasi masyarakat menjadi 

unsur penting dalam pembangunan desa yang inklusif. 

e. Belum terdapat gambaran yang utuh mengenai bidang 

pengeluaran desa yang paling berkontribusi terhadap 

pencapaian SDGs Desa, baik pada aspek ekonomi, 

sosial, lingkungan, maupun kelembagaan. 

f. Pelaksanaan pengeluaran desa masih berpotensi 

menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya 

                                                      
29 Ersantiana Kue Wea dan Any Rustia Dewi, “Analisis Pelaksanaan Pengeluaran 

Biaya APBDesa dalam Menunjang Pembangunan Desa,” Jurnal Ilmiah Bisnis dan 

Perpajakan 1, no. 1 (2019): 4-7. 
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aparatur, kualitas data, koordinasi antar pihak, 

pemahaman masyarakat, serta kesinambungan program. 

g. Dokumentasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

pengeluaran desa perlu dilihat bukan hanya dari sisi 

administratif, tetapi juga dari sisi keterbukaan informasi 

dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.30 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka pembahasan 

dibatasi pada pelaksanaan pengeluaran desa yang berkaitan 

dengan program pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di Desa Kurungan Nyawa. Batasan ini 

diperlukan karena pengeluaran desa memiliki cakupan 

yang luas, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada 

analisis implementasi dan kontribusinya terhadap 

pencapaian SDGs Desa, bukan pada audit keuangan secara 

rinci.31 

a. Lokasi penelitian dibatasi pada Desa Kurungan Nyawa, 

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. 

b. Objek penelitian dibatasi pada pengeluaran desa yang 

tercantum dalam APBDesa dan berkaitan dengan 

program pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lain yang 

relevan dengan tujuan SDGs Desa. 

c. Penelitian ini tidak membahas pemeriksaan keuangan 

desa dalam bentuk audit hukum atau audit akuntansi 

                                                      
30  Sumiati, “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam 

Menunjang Pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang 

Kabupaten Pangandaran,” Jurnal MODERAT 4, no. 4 (2018): 124-130. 
31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 dan Pasal 15-16. 
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secara teknis, tetapi menganalisis proses implementasi, 

kesesuaian program, manfaat, serta kendala 

pelaksanaan pengeluaran desa. 

 d. Analisis SDGs Desa difokuskan pada tujuan-tujuan 

yang relevan dengan kondisi dan program Desa 

Kurungan Nyawa, sehingga tidak seluruh 18 tujuan 

SDGs Desa dibahas dengan porsi yang sama. 

e. Data penelitian dibatasi pada dokumen perencanaan dan 

realisasi pengeluaran desa yang tersedia pada periode 

penelitian, hasil wawancara dengan informan terkait, 

observasi, serta dokumentasi pendukung. 

f. Informan penelitian dibatasi pada pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan penerima manfaat 

pengeluaran desa, seperti pemerintah desa, BPD, 

pendamping desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat 

penerima manfaat. 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian 

diperlukan untuk membatasi ruang kajian sekaligus 

mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data. Fokus 

penelitian membantu peneliti menentukan informasi yang 

perlu digali, sumber data yang relevan, serta batas interpretasi 

agar hasil penelitian tidak keluar dari masalah utama yang 

diteliti.32 

                                                      
32  John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, Qualitative Inquiry and Research 

Design: Choosing Among Five Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2018), 54-60. 
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1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi 

pengeluaran Desa Kurungan Nyawa dalam mendukung 

pencapaian program Sustainable Development Goals 

(SDGs) Desa. Fokus tersebut diarahkan untuk memahami 

bagaimana pengeluaran desa direncanakan, dialokasikan, 

dilaksanakan, dan dimanfaatkan dalam mendukung tujuan 

pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. 

2. Subfokus Penelitian 

Subfokus penelitian digunakan untuk memperjelas 

bagian-bagian penting yang akan dianalisis dalam 

penelitian. Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan pengeluaran desa, yaitu proses penyusunan 

program dan kegiatan desa yang dibiayai melalui 

APBDesa serta kesesuaiannya dengan kebutuhan 

masyarakat dan arah SDGs Desa. 

b. Alokasi dan realisasi pengeluaran desa, yaitu 

pembagian anggaran pada setiap bidang belanja desa 

dan pelaksanaannya dalam kegiatan nyata di Desa 

Kurungan Nyawa. 

c. Keterkaitan pengeluaran desa dengan SDGs Desa, yaitu 

hubungan antara program yang dibiayai desa dengan 

tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan 

dengan kondisi desa. 

d. Manfaat pengeluaran desa bagi masyarakat, yaitu hasil 

atau perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dari 
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program dan kegiatan yang telah dibiayai oleh 

pemerintah desa. 

e. Faktor pendukung dan penghambat implementasi 

pengeluaran desa dalam pencapaian SDGs Desa, baik 

yang berasal dari aspek kelembagaan, sumber daya 

manusia, partisipasi masyarakat, data, maupun 

koordinasi antar pihak.33 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, 

batasan masalah, serta fokus penelitian yang telah diuraikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk 

menjadi arah utama pembahasan. Rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pengeluaran Desa Kurungan 

Nyawa dalam mendukung pencapaian program 

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa? 

2. Bagaimana kesesuaian perencanaan, alokasi, dan realisasi 

pengeluaran desa dengan prioritas SDGs Desa di Desa 

Kurungan Nyawa? 

3. Bagaimana kontribusi pengeluaran desa dalam pencapaian 

program SDGs Desa yang relevan dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat Desa Kurungan Nyawa? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi 

pengeluaran desa dalam mendukung pencapaian program 

SDGs Desa di Desa Kurungan Nyawa? 

                                                      
33 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative 

Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 

2014), 31-33. 
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5. Bagaimana kontribusi pengeluaran desa terhadap indikator 

SDGs Desa terpilih dan kemaslahatan masyarakat dalam 

perspektif maqashid syariah? 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan 

masalah agar arah penelitian memiliki kesesuaian antara 

masalah yang diajukan dengan hasil yang ingin dicapai. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis implementasi pengeluaran Desa 

Kurungan Nyawa dalam mendukung pencapaian program 

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. 

2. Untuk menganalisis kesesuaian perencanaan, alokasi, dan 

realisasi pengeluaran desa dengan prioritas SDGs Desa di 

Desa Kurungan Nyawa. 

3. Untuk menganalisis kontribusi pengeluaran desa terhadap 

indikator SDGs Desa terpilih dan maqashid syariah. 

4. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

implementasi pengeluaran desa dalam mendukung 

pencapaian program SDGs Desa di Desa Kurungan 

Nyawa.34 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut berkaitan 

dengan pengembangan kajian akademik mengenai 

pengeluaran desa dan SDGs Desa, sekaligus memberikan 

                                                      
34 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), 88-

92. 
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masukan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam 

memperkuat kualitas pembangunan desa berkelanjutan.35 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya kajian ilmu ekonomi pembangunan Islam, 

keuangan publik desa, dan pembangunan berkelanjutan di 

tingkat desa. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan 

akademik mengenai bagaimana pengeluaran desa dapat 

dianalisis tidak hanya dari sisi administrasi anggaran, tetapi 

juga dari sisi kontribusinya terhadap pencapaian SDGs 

Desa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa Kurungan Nyawa, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam 

menyusun perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan 

pelaporan pengeluaran desa agar lebih sesuai dengan 

prioritas SDGs Desa. 

b. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, 

penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan 

pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap 

penggunaan anggaran desa yang berorientasi pada 

pembangunan berkelanjutan. 

c. Bagi masyarakat Desa Kurungan Nyawa, penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai 

                                                      
35 Reni Febriani dan Suryadi Samudra, “Implementasi Sustainable Development 

Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” Jurnal 

Ilmiah Publika 11, no. 1 (2023): 337-340. 
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pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

dan pengawasan pengeluaran desa. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi 

referensi awal untuk mengembangkan kajian mengenai 

hubungan antara pengeluaran desa, efektivitas program 

pembangunan, dan pencapaian SDGs Desa dalam 

konteks wilayah yang berbeda.36 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Pada ruang lingkup penelitian ini, peneliti meninjau 

sepuluh penelitian terdahulu dalam empat tahun terakhir yang 

berkaitan dengan pengeluaran desa, pengelolaan Dana Desa, 

APBDes, dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. 

Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui 

posisi penelitian, membandingkan metode dan fokus kajian, 

serta menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. 

1. Hanif, Mardhiyah Hayati, dan Desma Susilawati mengenai 

kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut 

perspektif ekonomi Islam di Pekon Gisting Bawah, 

Kabupaten Tanggamus.¹ Penelitian tersebut menggunakan 

metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif untuk menganalisis peran BUMDes dalam 

pengembangan potensi desa dan peningkatan kesejahteraan 

                                                      
36  Muhammad Fardh‟lu Rizky dan Dadang Mashur, “Penerapan Sustainable 

Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 15 (2022): 385-

394, doi:10.5281/zenodo.7049684. 
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masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas pembangunan desa, kesejahteraan 

masyarakat, dan perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya, 

penelitian Hanif, Mardhiyah Hayati, dan Desma Susilawati 

berfokus pada kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini berfokus 

pada implementasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa, 

meliputi perencanaan, alokasi, realisasi, dan manfaat 

program dalam mendukung pencapaian SDGs Desa 

berdasarkan perspektif maqashid syariah secara 

komprehensif, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan 

bagi masyarakat desa sesuai kondisi sosial dan kebutuhan 

pembangunan setempat.
37

 

2. Reni Febriani dan Suryadi Samudra, artikel berjudul 

“Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) 

Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa 

Kotarindau,” mengkaji proses penerapan SDGs Desa 

dalam mendorong kemandirian desa. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan 

penelusuran informasi pemerintah desa. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa pelaksanaan SDGs Desa di Desa 

Kotarindau dilakukan melalui perencanaan pembangunan 

yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh 

adat, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan 

                                                      
37

 Hanif, Mardhiyah Hayati, dan Desma Susilawati, “Analisis Kontribusi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” SALAM: Islamic 

Economics Journal 1, no. 1 (2020), https://doi.org/10.24042/slm.v1i1.7023. 
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bahwa program pembangunan telah diarahkan pada 

kebutuhan masyarakat, tetapi keberhasilan implementasi 

tetap bergantung pada koordinasi, partisipasi, dan 

kemampuan pemerintah desa dalam mengelola program. 

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus 

terhadap SDGs Desa dan penggunaan pendekatan kualitatif 

untuk membaca praktik pembangunan di tingkat desa. 

Keduanya juga menempatkan partisipasi masyarakat 

sebagai unsur penting. Perbedaannya, penelitian Febriani 

dan Samudra menekankan kemandirian desa sebagai hasil 

pelaksanaan SDGs, sedangkan penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada hubungan antara pengeluaran desa 

dan sasaran SDGs Desa, sehingga aspek APBDes, belanja, 

realisasi, serta manfaat anggaran menjadi pusat 

pembahasan. Kajian tersebut membantu menunjukkan 

bahwa SDGs Desa memerlukan dukungan belanja yang 

terukur, bukan sekadar narasi pembangunan, sehingga 

penelitian ini dapat menilai apakah anggaran desa benar-

benar diterjemahkan menjadi program yang memperkuat 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Bagian ini 

membantu memperjelas posisi penelitian baru terhadap 

kajian sebelumnya yang lebih umum.38 

3. Ahmad Subekti, artikel berjudul “The Analysis of Village 

Fund Contribution to Achieve a National Sustainable 

Development Goal (SDGs Village) in Gadingrejo Village, 

Kepil Subdistrict, Wonosobo Regency,” meneliti 

                                                      
38 Reni Febriani dan Suryadi Samudra, “Implementasi Sustainable Development 

Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” Jurnal 

Ilmiah Publika 11, no. 1 (2023): 337-344. 
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kontribusi Dana Desa terhadap pencapaian SDGs Desa. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif melalui telaah kebijakan, 

dokumentasi, dan analisis terhadap pelaksanaan 

pembangunan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung 

enam dimensi SDGs Desa, antara lain kesejahteraan 

masyarakat, kemakmuran ekonomi, keseimbangan 

lingkungan, dan tata kelola. Namun, kontribusi tersebut 

belum merata karena perencanaan dan penggunaan dana 

masih menghadapi keterbatasan kapasitas serta koordinasi. 

Persamaan penelitian Subekti dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mengkaji peran sumber keuangan desa dalam 

pencapaian SDGs Desa dan menggunakan desa sebagai 

unit analisis. Keduanya melihat bahwa anggaran desa perlu 

diarahkan untuk menghasilkan manfaat pembangunan 

berkelanjutan. Perbedaannya, penelitian Subekti 

menitikberatkan kontribusi Dana Desa secara umum, 

sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi 

pengeluaran desa secara lebih spesifik, termasuk proses 

perencanaan belanja, pelaksanaan kegiatan, kendala, dan 

kesesuaian pengeluaran dengan kebutuhan masyarakat 

Desa Kurungan Nyawa. Keterangan tersebut relevan untuk 

menempatkan pengeluaran desa sebagai variabel 

operasional, sebab keberhasilan SDGs Desa sangat 

ditentukan oleh kemampuan desa menyusun prioritas, 

membiayai program utama, dan memastikan setiap 
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kegiatan memberi manfaat berkelanjutan bagi warga desa 

secara kontekstual.39 

4. Firda Tari Triani, artikel berjudul “Efektivitas Kebijakan 

Sustainable Development Goals Desa, Tujuan: Desa Tanpa 

Kemiskinan dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat di Kabupaten Ciamis,” membahas efektivitas 

pelaksanaan salah satu tujuan SDGs Desa, yaitu desa tanpa 

kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. 

Informan penelitian meliputi unsur DPMD, bidang 

pemerintahan desa, pendamping desa, dan kepala desa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SDGs 

Desa belum berjalan maksimal karena masih terdapat 

kendala pada sumber daya manusia, sosialisasi, 

ketersediaan data, serta pemahaman pelaksana kebijakan. 

Persamaan penelitian Triani dengan penelitian ini terletak 

pada kajian tentang implementasi SDGs Desa dan 

penggunaan metode kualitatif untuk memahami masalah 

pembangunan desa. Keduanya juga menekankan 

pentingnya perangkat desa dan kebijakan lokal dalam 

mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Perbedaannya, penelitian Triani hanya berfokus pada 

tujuan desa tanpa kemiskinan, sedangkan penelitian ini 

membahas pengeluaran desa secara lebih luas dan 

                                                      
39  Ahmad Subekti, “The Analysis of Village Fund Contribution to Achieve a 

National Sustainable Development Goal (SDGs Village) in Gadingrejo Village, Kepil 

Subdistrict, Wonosobo Regency,” International Journal of Social Science 1, no. 5 

(2022): 739-746, https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1318. 
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menghubungkannya dengan beberapa tujuan SDGs Desa 

yang relevan dengan kondisi Desa Kurungan Nyawa. 

Kondisi tersebut menjadi pijakan bahwa penelitian ini 

perlu melihat bukan hanya capaian administratif, 

melainkan juga bagaimana belanja desa diarahkan untuk 

mengurangi kemiskinan, memperbaiki layanan dasar, dan 

memperkuat kelompok masyarakat yang paling 

membutuhkan dukungan langsung pada konteks desa yang 

diteliti saat ini secara mendalam.40 

5. Nyimas Nadya Izana, Anik Susanti, dan Bai‟aturohani, 

artikel berjudul “Implementation of Sustainable 

Development Goals (SDGs) in Antosari Village, West 

Selemadeg, Tabanan, Bali,” membahas pelaksanaan 

delapan belas indikator SDGs Desa di Desa Antosari. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. 

Penelitian ini menemukan bahwa Desa Antosari telah 

melakukan berbagai inisiatif, seperti pembangunan 

infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, penguatan 

layanan sosial, serta perhatian terhadap pelestarian 

lingkungan. Namun, pelaksanaan SDGs Desa tetap 

menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, 

kebutuhan koordinasi, dan perlunya peningkatan partisipasi 

masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan 

                                                      
40 Firda Tari Triani, “Efektivitas Kebijakan Sustainable Development Goals Desa, 

Tujuan: Desa Tanpa Kemiskinan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 

Kabupaten Ciamis,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 11, no. 2 

(2024). 
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penelitian ini terletak pada penggunaan indikator SDGs 

Desa sebagai kerangka untuk menilai pembangunan desa. 

Keduanya juga mengkaji realitas implementasi di desa 

melalui pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian 

Izana, Susanti, dan Bai‟aturohani menilai implementasi 

SDGs Desa pada keseluruhan program desa, sedangkan 

penelitian ini lebih menekankan bagaimana pengeluaran 

Desa Kurungan Nyawa, melalui alokasi dan realisasi 

anggaran, mampu mendukung pencapaian tujuan SDGs 

Desa secara terarah dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan 

demikian, penelitian tersebut memberi gambaran bahwa 

keberlanjutan desa membutuhkan integrasi antara program 

fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini 

memanfaatkan pelajaran itu untuk menilai apakah 

pengeluaran desa telah tersusun secara seimbang pada 

konteks desa yang diteliti saat ini secara mendalam.41 

6. Aryani dan Nurhazana, artikel berjudul “Analisis Strategi 

Pemerintah Desa dalam Pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Rupat,” 

menganalisis strategi pemerintah desa dalam mencapai 

tujuan SDGs Desa pada Desa Teluk Lecah dan Desa 

Pancur Jaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Penelitian ini menelaah strategi penyesuaian program 

pembangunan, hambatan pelaksanaan, serta rekomendasi 

                                                      
41  Nyimas Nadya Izana, Anik Susanti, dan Bai‟aturohani, “Implementation of 

Sustainable Development Goals (SDGs) in Antosari Village, West Selemadeg, 

Tabanan, Bali,” Jurnal Ilmu Sosial Indonesia 5, no. 2 (2024): 209-218, 

https://doi.org/10.15408/jisi.v5i2.40471. 
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kebijakan bagi pemerintah desa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi desa diarahkan pada 

peningkatan infrastruktur, pelayanan sosial, pemberdayaan 

ekonomi, dan penguatan partisipasi masyarakat, tetapi 

masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, data, 

dan sumber daya manusia. Persamaan dengan penelitian ini 

terdapat pada fokus terhadap strategi dan praktik 

pencapaian SDGs Desa di tingkat pemerintahan desa. 

Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan 

melihat pentingnya peran aparatur desa dalam menentukan 

prioritas pembangunan. Perbedaannya, penelitian Aryani 

dan Nurhazana membahas strategi pemerintah desa secara 

umum, sedangkan penelitian ini meneliti implementasi 

pengeluaran desa sebagai instrumen nyata untuk menilai 

apakah program yang dibiayai oleh APBDes telah selaras 

dengan tujuan SDGs Desa Kurungan Nyawa. Temuan 

tersebut memperkuat pentingnya melihat anggaran sebagai 

bagian dari strategi, karena setiap belanja desa seharusnya 

menggambarkan pilihan prioritas pemerintah desa. Karena 

itu, penelitian ini menilai kesesuaian strategi dengan 

realisasi pengeluaran di Desa Kurungan Nyawa secara 

langsung dan lebih terukur.42 

7. Mujalli dan Moh. Syarif, artikel berjudul “Model 

Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sustainable Development 

Goals (SDG‟s) Desa,” membahas model pengelolaan Dana 

                                                      
42 Aryani dan Nurhazana, “Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Rupat,” Jurnal IAKP: 

Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan 5, no. 2 (2024): 136-149, 

https://doi.org/10.35314/iakp.v5.i2.325. 
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Desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di 

Desa Rongdalem. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menilai 

proses perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pengelolaan 

Dana Desa dalam kerangka SDGs Desa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah 

diarahkan pada pembangunan fisik, pemberdayaan 

masyarakat, dan pelayanan sosial, tetapi masih 

membutuhkan penguatan transparansi, partisipasi, dan 

pemahaman masyarakat tentang tujuan SDGs Desa. 

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada perhatian 

terhadap pengelolaan dana desa dan keterkaitannya dengan 

pencapaian SDGs Desa. Keduanya juga memandang 

anggaran desa sebagai alat penting untuk menjalankan 

pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya, penelitian 

Mujalli dan Syarif merumuskan model pengelolaan Dana 

Desa berbasis SDGs secara umum, sedangkan penelitian 

ini membatasi kajian pada implementasi pengeluaran Desa 

Kurungan Nyawa, terutama pada kesesuaian alokasi 

belanja, realisasi kegiatan, serta manfaatnya bagi 

masyarakat berdasarkan tujuan SDGs Desa. Penelitian 

tersebut menjadi pembanding karena sama-sama 

membicarakan relasi antara Dana Desa dan SDGs Desa. 

Namun, kajian ini menambahkan perhatian pada praktik 

pengeluaran sebagai bukti operasional mengenai 

bagaimana belanja direncanakan, dijalankan, dan dirasakan 
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masyarakat, terutama pada konteks APBDes dan manfaat 

pembangunan lokal secara lebih mendalam.43 

8. Maria Yunita Kosat, Fransiskus Marlon Reu, dan Agnes 

Kidi Beda Mudamakin, artikel berjudul “Pengaruh 

Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa terhadap Potensi Pencapaian Tujuan SDGs 

Desa,” meneliti hubungan tata kelola Dana Desa dengan 

pencapaian SDGs Desa di Desa Naiola Timur. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

analisis regresi linear berganda berbantuan SPSS. Sampel 

penelitian berjumlah enam puluh responden yang dipilih 

secara purposive, meliputi perangkat desa, BPD, tokoh 

masyarakat, dan penerima manfaat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perencanaan dan akuntabilitas 

berpengaruh positif terhadap potensi pencapaian SDGs 

Desa, sedangkan transparansi tidak selalu berpengaruh 

signifikan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada 

pembahasan mengenai Dana Desa, tata kelola keuangan, 

dan pencapaian SDGs Desa. Keduanya menempatkan 

perencanaan serta akuntabilitas sebagai unsur penting 

dalam keberhasilan pembangunan desa. Perbedaannya, 

penelitian Kosat, Reu, dan Mudamakin menggunakan 

pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel, 

sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk memahami implementasi pengeluaran desa 

secara mendalam, termasuk proses, hambatan, dan makna 

                                                      
43 Mujalli dan Moh. Syarif, “Model Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sustainable 

Development Goals (SDG‟s) Desa,” Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan 

Ekonomi Islam 7, no. 1 (2024): 1-12, https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.72. 
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belanja desa bagi pencapaian SDGs Desa Kurungan 

Nyawa. Hasil tersebut penting bagi penelitian ini karena 

menunjukkan bahwa kualitas tata kelola memengaruhi arah 

manfaat Dana Desa. Oleh sebab itu, kajian ini melihat data, 

perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian 

dari implementasi pengeluaran desa secara nyata bagi 

masyarakat desa.44 

9. Gaudensius Suni, artikel berjudul “Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Program 

Pemerintah Berbasis Sustainable Development Goals pada 

Desa Haumeni Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor 

Tengah Utara,” membahas akuntabilitas pengelolaan Dana 

Desa dalam mendukung program pemerintah berbasis 

SDGs. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif 

dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

melalui reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan, serta dukungan pengolahan data. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan 

Dana Desa masih menghadapi masalah pada kualitas 

administrasi, pemahaman aparat, partisipasi masyarakat, 

dan konsistensi pelaporan. Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap 

pengelolaan Dana Desa sebagai sarana mendukung SDGs 

Desa. Keduanya juga melihat akuntabilitas sebagai syarat 

                                                      
44  Maria Yunita Kosat, Fransiskus Marlon Reu, dan Agnes Kidi Beda 

Mudamakin, “Pengaruh Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa terhadap Potensi Pencapaian Tujuan SDGs Desa (Studi Kasus di Desa 

Naiola Timur),” Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi 9, no. 4 (2025): 3217-3231, 

https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2809. 
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penting agar anggaran desa menghasilkan manfaat bagi 

masyarakat. Perbedaannya, penelitian Suni lebih 

menekankan aspek pertanggungjawaban keuangan desa, 

sedangkan penelitian ini lebih luas karena menganalisis 

implementasi pengeluaran desa mulai dari perencanaan, 

alokasi, realisasi, sampai keterkaitannya dengan sasaran 

SDGs Desa di Desa Kurungan Nyawa. Kajian tersebut 

membantu menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya 

kewajiban laporan, tetapi juga sarana memastikan dana 

benar-benar sampai pada program prioritas. Penelitian ini 

memakai sudut itu untuk membaca manfaat dan hambatan 

pengeluaran desa. Aspek ini menjadi batas analisis agar 

kajian lebih terarah pada hubungan anggaran dan hasil 

pembangunan.45 

10. B. Hari Saptaning Tyas, Condrodewi Puspitasari, dan Pius 

Suban Ballol, artikel berjudul “Model Perencanaan dan 

Penganggaran Dana Desa dalam Akselerasi Sustainable 

Development Goals Desa,” membahas penyusunan model 

perencanaan dan penganggaran Dana Desa untuk 

mempercepat pencapaian SDGs Desa di Sumbermulyo, 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, 

wawancara, dan Focus Group Discussion. Penelitian ini 

menilai hubungan antara mekanisme perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian 

                                                      
45 Gaudensius Suni, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung 

Program Pemerintah Berbasis Sustainable Development Goals pada Desa Haumeni 

Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara,” Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan 16, no. 2 (2025), http://dx.doi.org/10.36448/jak.v16i2.4493. 
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pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

akselerasi SDGs Desa membutuhkan integrasi data, 

kesesuaian prioritas pembangunan, keterlibatan 

masyarakat, dan penyusunan anggaran yang selaras dengan 

kebutuhan desa. Persamaan dengan penelitian ini terdapat 

pada perhatian terhadap perencanaan dan penganggaran 

desa dalam mendukung SDGs Desa. Keduanya juga 

menempatkan Dana Desa sebagai instrumen strategis untuk 

pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya, penelitian 

Tyas, Puspitasari, dan Ballol berfokus pada model 

perencanaan dan penganggaran, sedangkan penelitian ini 

mengkaji implementasi pengeluaran desa pada tahap 

pelaksanaan dan realisasi program, sehingga lebih 

diarahkan pada keterhubungan antara belanja Desa 

Kurungan Nyawa dan pencapaian SDGs Desa. Temuan itu 

memberi dasar bahwa perencanaan dan penganggaran 

harus diikuti pelaksanaan yang konsisten. Penelitian ini 

karenanya memusatkan analisis pada jembatan antara 

dokumen APBDes, kegiatan yang dilaksanakan, dan 

kontribusinya terhadap SDGs Desa dalam praktik 

pemerintahan desa setempat secara lebih mendalam dan 

terukur.46 

  

                                                      
46  B. Hari Saptaning Tyas, Condrodewi Puspitasari, dan Pius Suban Ballol, 

“Model Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa dalam Akselerasi Sustainable 

Development Goals Desa,” Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam 

Demokrasi 13, no. 1 (2025): 1-18, https://doi.org/10.34010/xqze9n83. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian 

keputusan, pilihan tindakan, dan instrumen pemerintah yang 

diarahkan untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam konteks 

desa, kebijakan publik tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan 

nasional, tetapi juga dalam bentuk perencanaan desa, penetapan 

APBDes, serta program pembangunan yang dijalankan oleh 

pemerintah desa. Teori kebijakan publik penting digunakan 

karena penelitian ini menempatkan pengeluaran desa sebagai 

hasil dari proses kebijakan yang dimulai dari identifikasi 

kebutuhan masyarakat, perumusan prioritas, penganggaran, 

pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi manfaatnya. Dengan 

demikian, pengeluaran desa bukan tindakan administratif yang 

berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian kebijakan publik 

yang harus diarahkan pada tujuan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat.47 

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah memiliki 

peran untuk memilih masalah yang dianggap penting, 

menetapkan tujuan, menentukan instrumen, dan mengalokasikan 

sumber daya. Pilihan tersebut selalu melibatkan pertimbangan 

nilai, kepentingan, kapasitas kelembagaan, serta kondisi sosial 

masyarakat. Pada tingkat desa, proses ini terlihat dalam 

musyawarah desa, penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan 

                                                      
47 William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Integrated Approach, 6th ed. 

(New York: Routledge, 2018); Michael Hill dan Peter Hupe, Implementing Public 

Policy, 4th ed. (London: Sage, 2022). 
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APBDes. Kebijakan pengeluaran desa harus menjawab 

kebutuhan dasar warga, memperhatikan kelompok rentan, dan 

mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, analisis 

kebijakan publik membantu peneliti memahami mengapa suatu 

program desa dipilih, bagaimana keputusan penganggaran dibuat, 

siapa yang terlibat, dan apakah kebijakan tersebut menghasilkan 

perubahan yang sesuai dengan tujuan pembangunan.48 

Salah satu pendekatan yang relevan untuk penelitian ini 

adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori 

ini menekankan empat faktor utama yang memengaruhi 

keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor 

tersebut sesuai untuk melihat pelaksanaan pengeluaran desa 

karena program yang telah tertulis dalam APBDes tidak otomatis 

berhasil apabila aparat desa tidak memahami tujuan program, 

sumber daya tidak memadai, pelaksana tidak memiliki komitmen, 

atau prosedur birokrasi menghambat pelaksanaan. Dalam 

penelitian tentang SDGs Desa, teori ini dapat dipakai untuk 

menilai apakah pengeluaran yang direncanakan benar-benar 

diterjemahkan menjadi kegiatan yang tepat sasaran.49 

Kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai proses yang 

bersiklus. Siklus kebijakan meliputi perumusan masalah, 

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan 

                                                      
48 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, 16th ed. (New York: Pearson, 

2021); B. Guy Peters, Advanced Introduction to Public Policy, 2nd ed. (Cheltenham: 

Edward Elgar, 2021). 
49  George C. Edward III, Implementing Public Policy (Washington DC: 

Congressional Quarterly Press, 1980); Soren C. Winter, “Implementation 

Perspectives: Status and Reconsideration,” dalam Handbook of Public 

Administration, ed. B. Guy Peters dan Jon Pierre (London: Sage, 2022). 
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keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik. Dalam 

pemerintahan desa, siklus tersebut tercermin pada tahapan 

perencanaan pembangunan desa, penganggaran, pelaksanaan 

kegiatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini 

berangkat dari pandangan bahwa keberhasilan pengeluaran desa 

untuk mendukung SDGs Desa tidak hanya ditentukan oleh 

besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas proses kebijakan 

sejak awal. Apabila perumusan masalah lemah, data desa tidak 

akurat, atau partisipasi masyarakat rendah, maka program yang 

dibiayai desa berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan warga.50 

Teori kebijakan publik menegaskan bahwa kebijakan tidak 

bekerja dalam ruang kosong. Kebijakan selalu dipengaruhi oleh 

konteks sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kelembagaan. Desa 

Kurungan Nyawa sebagai lokasi penelitian memiliki karakter 

lokal yang perlu dipahami, seperti kondisi masyarakat, struktur 

pemerintahan desa, potensi ekonomi, masalah layanan dasar, dan 

orientasi pembangunan. Dalam konteks ini, kebijakan 

pengeluaran desa perlu dilihat sebagai praktik pemerintahan lokal 

yang dipengaruhi oleh regulasi pusat, arahan pemerintah daerah, 

kemampuan aparatur, serta aspirasi masyarakat. Analisis 

kebijakan publik membantu menilai sejauh mana pemerintah 

desa mampu menerjemahkan agenda pembangunan berkelanjutan 

ke dalam program yang realistis dan sesuai kondisi lokal.51 

                                                      
50 Christopher M. Weible dan Paul A. Sabatier, Theories of the Policy Process, 

5th ed. (New York: Routledge, 2023); Michael Howlett, Designing Public Policies, 

2nd ed. (London: Routledge, 2019). 
51 Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan 

Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, dan Etika Kebijakan Publik (Jakarta: 

Elex Media Komputindo, 2021); Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, “Reformasi 
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Kebijakan publik di tingkat desa juga berkaitan erat dengan 

prinsip partisipasi. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting 

karena warga merupakan pihak yang paling memahami 

kebutuhan dan masalah di lingkungannya. Musyawarah desa 

seharusnya menjadi ruang untuk menentukan prioritas belanja 

secara deliberatif, bukan hanya formalitas administratif. Jika 

masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, maka pengeluaran desa 

lebih berpeluang menyasar kebutuhan nyata, seperti infrastruktur 

dasar, kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, sanitasi, dan 

perlindungan lingkungan. Dengan demikian, teori kebijakan 

publik memberikan dasar bahwa legitimasi pengeluaran desa 

tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi 

juga oleh keterlibatan warga dan manfaat publik yang 

dihasilkan.52 

Dalam implementasi kebijakan, kapasitas organisasi menjadi 

faktor yang tidak dapat diabaikan. Kapasitas tersebut mencakup 

kemampuan aparatur, ketersediaan data, sistem administrasi, 

koordinasi antaraktor, serta mekanisme pengawasan. Pada tingkat 

desa, keterbatasan kapasitas sering menjadi hambatan dalam 

menyusun program berbasis indikator SDGs Desa. Pemerintah 

desa mungkin memiliki anggaran, tetapi belum tentu memiliki 

kemampuan teknis untuk mengaitkan setiap belanja dengan target 

pembangunan berkelanjutan. Karena itu, teori implementasi 

kebijakan menjadi landasan untuk menguji apakah struktur 

                                                                                                                  
Birokrasi dan Kebijakan Publik di Indonesia,” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 19, 

no. 2 (2022): 113-128. 
52 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2022); Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, ed. 

revisi (Bandung: Alfabeta, 2022). 
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pemerintahan desa dan perangkat pendukungnya mampu 

menjalankan kebijakan pengeluaran secara efektif.53 

Selain aspek teknis, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

disposisi atau sikap pelaksana. Komitmen kepala desa, perangkat 

desa, BPD, dan pelaksana kegiatan menjadi penentu apakah 

anggaran digunakan sesuai tujuan. Disposisi yang baik 

ditunjukkan melalui integritas, kesungguhan menjalankan 

program, keterbukaan terhadap aspirasi warga, serta orientasi 

pada hasil. Sebaliknya, disposisi yang lemah dapat menyebabkan 

program hanya mengejar serapan anggaran, tidak memperhatikan 

manfaat, atau kurang transparan dalam pelaporan. Penelitian ini 

memandang pengeluaran desa sebagai kebijakan yang harus 

dianalisis dari sisi perilaku pelaksana, bukan semata dari angka 

dalam dokumen anggaran.54 

Kebijakan publik yang baik harus memiliki ukuran 

keberhasilan yang jelas. Dalam penelitian ini, SDGs Desa 

menjadi rujukan normatif dan analitis untuk menilai arah 

kebijakan pengeluaran desa. Artinya, belanja desa perlu dikaitkan 

dengan indikator pembangunan seperti pengurangan kemiskinan, 

peningkatan kesehatan, pendidikan, air bersih, permukiman 

layak, ekonomi lokal, lingkungan, dan kelembagaan desa. 

Dengan memakai teori kebijakan publik, peneliti dapat melihat 

hubungan antara tujuan kebijakan, instrumen anggaran, proses 

                                                      
53  Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World 

(Princeton: Princeton University Press, 2017); Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih 

Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia 

(Yogyakarta: Gava Media, 2021). 
54 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses 

Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021); Frank Fischer, Gerald J. 

Miller, dan Mara S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis (Boca Raton: CRC 

Press, 2022). 
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implementasi, serta dampak yang dirasakan masyarakat. 

Kerangka ini membuat kajian tidak berhenti pada deskripsi 

program, tetapi sampai pada penilaian keterhubungan antara 

kebijakan dan hasil pembangunan.55 

Dalam studi administrasi publik kontemporer, kebijakan 

publik juga menuntut akuntabilitas dan evaluasi. Akuntabilitas 

menunjukkan bahwa setiap keputusan penggunaan dana publik 

harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, sedangkan 

evaluasi membantu melihat apakah program membawa manfaat 

yang diharapkan. Pada pemerintahan desa, akuntabilitas 

pengeluaran dapat dilihat dari dokumen perencanaan, laporan 

realisasi, papan informasi, musyawarah pertanggungjawaban, 

serta akses masyarakat terhadap informasi. Teori kebijakan 

publik memberi ruang untuk menilai apakah praktik pengeluaran 

desa di Kurungan Nyawa telah memenuhi prinsip transparansi 

dan akuntabilitas dalam mendukung SDGs Desa.56 

Berdasarkan uraian tersebut, teori kebijakan publik dalam 

penelitian ini berfungsi sebagai grand theory. Teori ini 

menjelaskan bahwa pengeluaran desa merupakan hasil dari 

pilihan kebijakan, proses implementasi, dan mekanisme evaluasi 

yang harus diarahkan pada kepentingan publik. Melalui teori ini, 

penelitian dapat menganalisis hubungan antara regulasi, 

perencanaan desa, pelaksanaan APBDes, peran aparatur, 

                                                      
55 Stephen P. Osborne, Public Service Logic: Creating Value for Public Service 

Users, Citizens, and Society through Public Service Delivery (London: Routledge, 

2021); Mark Bovens, Robert E. Goodin, dan Thomas Schillemans, The Oxford 

Handbook of Public Accountability (Oxford: Oxford University Press, 2022). 
56 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum 

dan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022); Frank Fischer dan Herbert 

Gottweis, The Argumentative Turn Revisited (Durham: Duke University Press, 2022). 
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partisipasi masyarakat, serta capaian SDGs Desa. Dengan 

demikian, kajian mengenai pengeluaran desa tidak dipahami 

sebagai kajian akuntansi anggaran semata, tetapi sebagai analisis 

kebijakan publik yang menilai efektivitas pemerintah desa dalam 

mengelola sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan dan 

kemaslahatan masyarakat.57 

Selain teori Edward III, pendekatan kelembagaan juga penting 

untuk membaca kebijakan desa. Kelembagaan menentukan 

aturan main, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan pola 

hubungan antara pemerintah desa, BPD, lembaga 

kemasyarakatan, serta masyarakat. Dalam pelaksanaan 

pengeluaran desa, kelembagaan yang kuat dapat mengurangi 

ketidakjelasan kewenangan dan mempercepat penyelesaian 

masalah. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah dapat membuat 

program berjalan sektoral, administrasi terlambat, dan 

pertanggungjawaban tidak optimal. Oleh karena itu, 

implementasi pengeluaran desa perlu dilihat sebagai hasil kerja 

institusi lokal yang dipengaruhi oleh aturan formal dan kebiasaan 

sosial masyarakat.58 

Kebijakan publik juga menekankan pentingnya analisis aktor. 

Setiap kebijakan melibatkan pihak yang memiliki kepentingan, 

sumber daya, dan pengaruh berbeda. Pada tingkat desa, aktor 

tersebut meliputi kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh 

masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, 
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pendamping desa, pemerintah daerah, dan warga penerima 

manfaat. Hubungan antaraktor dapat mendorong atau 

menghambat pelaksanaan pengeluaran desa. Jika koordinasi baik, 

program lebih mudah diarahkan pada kebutuhan publik. Jika 

koordinasi lemah, program dapat menjadi formalitas dan kurang 

memberi dampak.59 

Dalam formulasi kebijakan, masalah publik harus dirumuskan 

secara tepat. Kesalahan merumuskan masalah dapat 

menyebabkan kesalahan memilih program dan alokasi anggaran. 

Misalnya, persoalan kemiskinan tidak cukup dijawab dengan 

bantuan sesaat apabila akar masalahnya adalah kurangnya 

pekerjaan, rendahnya keterampilan, atau akses pasar yang 

terbatas. Karena itu, teori kebijakan publik menuntut pemerintah 

desa memakai data dan dialog warga dalam menentukan 

prioritas. Pendekatan ini penting bagi penelitian karena 

pengeluaran desa akan dinilai dari kesesuaiannya dengan masalah 

pembangunan yang ingin dipecahkan.60 

Teori kebijakan publik modern juga menempatkan inovasi 

dan digitalisasi sebagai bagian dari peningkatan tata kelola. 

Aplikasi keuangan desa, sistem informasi desa, dan pendataan 

SDGs Desa dapat memperbaiki transparansi, akurasi data, serta 

efisiensi administrasi. Namun, teknologi hanya efektif apabila 

didukung sumber daya manusia dan budaya kerja yang terbuka. 

Dalam konteks pengeluaran desa, digitalisasi dapat membantu 
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pencatatan dan pelaporan, tetapi penentuan prioritas tetap 

memerlukan partisipasi warga. Oleh karena itu, aspek teknologi 

perlu dibaca sebagai pendukung implementasi, bukan pengganti 

deliberasi publik.61 

Dengan memperhatikan berbagai pendekatan tersebut, teori 

kebijakan publik memberi dasar yang luas untuk memahami 

pelaksanaan pengeluaran desa. Teori ini membantu penelitian 

menilai apakah kebijakan desa telah dirumuskan berdasarkan 

masalah, dilaksanakan melalui organisasi yang mampu, 

melibatkan aktor yang relevan, dan dievaluasi berdasarkan 

manfaat. Kerangka ini menjadi penting karena SDGs Desa bukan 

hanya target teknis, tetapi tujuan kebijakan publik yang 

membutuhkan proses implementasi yang konsisten. Oleh sebab 

itu, teori kebijakan publik menjadi landasan awal dalam BAB II.62 

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik akhirnya 

dipahami sebagai proses yang menghubungkan norma, sumber 

daya, aktor, dan hasil pembangunan. Pemerintah desa memiliki 

kewenangan untuk menentukan pilihan belanja, tetapi pilihan 

tersebut harus dibatasi oleh aturan, kebutuhan warga, dan tujuan 

keberlanjutan. Oleh karena itu, teori kebijakan publik membantu 

membangun pertanyaan penelitian tentang bagaimana program 

dipilih, bagaimana anggaran dijalankan, serta bagaimana 

manfaatnya dapat ditelusuri. Pendekatan ini menjadi dasar untuk 
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menghubungkan APBDes dengan SDGs Desa Kurungan 

Nyawa.63 

B. Pengeluaran Desa 

Pengelolaan dana publik perlu diarahkan pada pengentasan 

kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta akuntabilitas 

program. Kajian Nurlaili menunjukkan bahwa program ekonomi 

Islam yang dikelola secara terarah dapat mendukung 

pengurangan kemiskinan; prinsip tersebut relevan untuk menilai 

prioritas pengeluaran desa.¹ 

Pengeluaran desa merupakan bagian dari pengelolaan 

keuangan desa yang berhubungan dengan penggunaan dana 

publik untuk membiayai kewenangan desa. Dalam struktur 

APBDes, pengeluaran desa terutama tampak pada belanja desa, 

yaitu semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam 

satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali oleh desa. 

Belanja tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan 

keadaan mendesak. Dengan demikian, pengeluaran desa 

merupakan instrumen utama pemerintah desa untuk 

menerjemahkan rencana pembangunan menjadi kegiatan nyata 

yang memberi manfaat bagi masyarakat.64 
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Secara konseptual, pengeluaran desa dapat dianalisis melalui 

teori pengeluaran publik. Teori ini menjelaskan bahwa 

pemerintah menggunakan anggaran untuk menyediakan barang 

publik, memperbaiki kegagalan pasar, memperluas akses 

pelayanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan. Desa sebagai 

unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki posisi 

strategis karena dapat mengenali kebutuhan warga secara lebih 

langsung. Belanja desa idealnya diarahkan pada kegiatan yang 

tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga 

memperkuat kualitas hidup, kapasitas ekonomi, dan kohesi sosial 

masyarakat. Oleh sebab itu, pengeluaran desa harus dipandang 

sebagai investasi sosial yang memberi dampak jangka panjang.65 

Dalam praktik pemerintahan desa, pengeluaran tidak dapat 

dilepaskan dari siklus perencanaan dan penganggaran. RPJMDes 

menjadi dokumen perencanaan enam tahunan, RKPDes menjadi 

rencana tahunan, sedangkan APBDes menjadi instrumen 

keuangan yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Keterhubungan ketiga dokumen tersebut menentukan kualitas 

pengeluaran desa. Apabila belanja yang tercantum dalam 

APBDes tidak berangkat dari masalah dan prioritas yang tertulis 

dalam perencanaan, maka anggaran berpotensi tidak efektif. 

Karena itu, penelitian ini menilai pengeluaran desa bukan hanya 
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berdasarkan realisasi, tetapi juga konsistensinya dengan proses 

perencanaan pembangunan desa.66 

Pengeluaran desa memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan 

kelembagaan. Dari sisi ekonomi, belanja desa dapat mendorong 

perputaran ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur, 

penguatan usaha masyarakat, dan kegiatan produktif. Dari sisi 

sosial, belanja desa dapat meningkatkan akses layanan dasar, 

perlindungan terhadap kelompok rentan, pendidikan, kesehatan, 

dan sanitasi. Dari sisi kelembagaan, pengeluaran desa dapat 

memperkuat tata kelola, administrasi, dan kapasitas perangkat 

desa. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa APBDes 

bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi alat pemerintah desa 

untuk mengarahkan pembangunan yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan.67 

Pengelolaan pengeluaran desa harus mengikuti asas 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin 

anggaran. Transparansi menuntut pemerintah desa membuka 

informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat. 

Akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dapat 

dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. 

Partisipasi menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak 

memberi masukan dan mengawasi. Tertib anggaran memastikan 

bahwa pengeluaran dilakukan sesuai prosedur dan jadwal yang 
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ditetapkan. Asas-asas tersebut penting dalam penelitian ini karena 

keberhasilan belanja desa untuk SDGs Desa tidak hanya 

ditentukan oleh program, tetapi juga oleh cara anggaran 

dikelola.68 

Dalam beberapa studi, pengeluaran desa sering menghadapi 

persoalan teknis dan substantif. Persoalan teknis dapat berupa 

keterlambatan laporan, lemahnya administrasi, kurangnya 

kapasitas aparatur, atau penggunaan aplikasi keuangan yang 

belum optimal. Persoalan substantif dapat berupa rendahnya 

partisipasi masyarakat, dominasi elite dalam penentuan prioritas, 

kurangnya keterkaitan program dengan data kebutuhan, serta 

lemahnya evaluasi hasil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan 

belanja desa lebih berorientasi pada penyerapan anggaran 

daripada capaian pembangunan. Oleh karena itu, penelitian 

tentang implementasi pengeluaran desa perlu mengkaji faktor 

penghambat agar rekomendasi perbaikan lebih tepat.69 

Pengeluaran desa juga perlu dianalisis berdasarkan ketepatan 

sasaran. Ketepatan sasaran berarti belanja desa diarahkan kepada 

masalah yang benar-benar dihadapi masyarakat dan memberi 

manfaat kepada kelompok penerima yang sesuai. Dalam konteks 

SDGs Desa, ketepatan sasaran dapat dilihat dari apakah anggaran 

mendukung desa tanpa kemiskinan, desa sehat dan sejahtera, 
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pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan 

ekonomi merata, serta kelembagaan desa yang kuat. Pengeluaran 

yang besar tidak selalu menunjukkan keberhasilan apabila tidak 

menyentuh kelompok rentan atau tidak menghasilkan perubahan 

kondisi masyarakat.70 

Dari sisi pengawasan, pengeluaran desa harus 

dipertanggungjawabkan melalui mekanisme internal dan 

eksternal. Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun laporan 

realisasi dan laporan pertanggungjawaban, sementara BPD, 

pemerintah daerah, inspektorat, dan masyarakat memiliki fungsi 

pengawasan. Pengawasan penting untuk memastikan bahwa dana 

digunakan sesuai peruntukan dan mencegah penyimpangan. Pada 

saat yang sama, pengawasan juga seharusnya bersifat pembinaan, 

sehingga aparatur desa dapat memperbaiki kapasitasnya. Dalam 

penelitian ini, aspek pengawasan menjadi bagian dari analisis 

implementasi pengeluaran desa karena berhubungan langsung 

dengan akuntabilitas dan efektivitas program.71 

Dalam pembangunan desa berkelanjutan, pengeluaran desa 

perlu berbasis data. Data sosial, ekonomi, lingkungan, dan 

kelembagaan dapat membantu pemerintah desa menentukan 

prioritas belanja secara lebih objektif. Tanpa data yang memadai, 

anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang populer tetapi tidak 
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mendesak. SDGs Desa menyediakan kerangka tujuan dan 

indikator yang dapat dipakai untuk membaca kondisi desa. 

Karena itu, belanja desa seharusnya tidak hanya mengikuti 

kebiasaan tahun sebelumnya, tetapi menyesuaikan dengan 

perubahan kebutuhan masyarakat dan capaian indikator 

pembangunan. Hal ini menjadi dasar penting dalam menganalisis 

Desa Kurungan Nyawa.72 

Pengeluaran desa yang efektif harus mampu menciptakan 

nilai publik. Nilai publik tercipta ketika belanja desa 

menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat, memperkuat 

kepercayaan kepada pemerintah desa, dan meningkatkan kualitas 

kehidupan kolektif. Misalnya, pembangunan drainase tidak hanya 

dilihat sebagai pekerjaan fisik, tetapi sebagai upaya mengurangi 

risiko banjir, menjaga kesehatan, dan membuat lingkungan 

permukiman lebih layak. Demikian pula kegiatan pemberdayaan 

ekonomi tidak hanya dipahami sebagai pelatihan, tetapi sebagai 

proses memperluas kesempatan kerja dan pendapatan warga. 

Perspektif ini memperkuat hubungan antara pengeluaran desa dan 

SDGs Desa.73 

Dalam penelitian ini, pengeluaran desa didefinisikan secara 

operasional sebagai seluruh belanja yang dialokasikan dan 

direalisasikan Pemerintah Desa Kurungan Nyawa untuk 
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membiayai program yang berhubungan dengan pembangunan, 

pemberdayaan, pelayanan, dan tata kelola desa. Analisis 

diarahkan pada bagaimana belanja tersebut direncanakan, dipilih, 

dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan dikaitkan dengan 

capaian SDGs Desa. Dengan definisi tersebut, penelitian tidak 

hanya menilai kepatuhan formal terhadap aturan keuangan desa, 

tetapi juga menilai kesesuaian antara penggunaan anggaran, 

kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.74 

Pengeluaran desa harus dipahami dalam hubungan antara 

sumber pendapatan dan prioritas belanja. Dana Desa, Alokasi 

Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan, 

serta pendapatan asli desa menjadi sumber yang menentukan 

kemampuan fiskal desa. Namun, kemampuan fiskal tidak 

otomatis menghasilkan pembangunan yang baik apabila tidak 

diikuti kualitas perencanaan dan pengendalian. Karena itu, 

analisis pengeluaran desa perlu melihat bagaimana pemerintah 

desa memilih program di tengah keterbatasan anggaran, 

menentukan prioritas, serta memastikan kegiatan memiliki 

manfaat yang jelas.75 

Kebijakan Dana Desa beberapa tahun terakhir menekankan 

penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi, perlindungan 

sosial, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan 
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program prioritas sesuai kewenangan desa. Arah kebijakan ini 

menunjukkan bahwa pengeluaran desa harus responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat sekaligus konsisten dengan agenda 

pembangunan nasional. Dalam konteks SDGs Desa, penggunaan 

dana harus dikaitkan dengan tujuan yang dapat diukur. Penelitian 

ini penting karena ingin mengetahui apakah pengeluaran Desa 

Kurungan Nyawa telah bergerak dari pola belanja administratif 

menuju belanja pembangunan yang berorientasi hasil.76 

Kualitas belanja desa dapat dilihat dari efisiensi, efektivitas, 

pemerataan, dan keberlanjutan. Efisiensi berkaitan dengan 

penggunaan biaya yang wajar, efektivitas berkaitan dengan 

pencapaian tujuan, pemerataan berkaitan dengan distribusi 

manfaat, dan keberlanjutan berkaitan dengan daya guna program 

dalam jangka panjang. Keempat ukuran tersebut membantu 

peneliti menilai pengeluaran desa secara lebih mendalam. Belanja 

yang murah belum tentu efisien apabila kualitasnya rendah, 

sedangkan belanja yang selesai tepat waktu belum tentu efektif 

apabila tidak menjawab kebutuhan masyarakat.77 

Perencanaan pengeluaran desa berbasis kebutuhan masyarakat 

menjadi kunci agar APBDes tidak sekadar menyalin kegiatan 

tahun sebelumnya. Pemerintah desa perlu mengidentifikasi 

masalah melalui musyawarah, data SDGs Desa, dan evaluasi 
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program. Usulan masyarakat kemudian disaring berdasarkan 

kewenangan desa, kemampuan anggaran, dan tingkat urgensi. 

Proses ini penting untuk memastikan bahwa pengeluaran desa 

benar-benar berkaitan dengan masalah publik. Tanpa 

perencanaan berbasis kebutuhan, belanja desa berisiko menjadi 

kegiatan rutin yang kurang berdampak terhadap pencapaian 

SDGs Desa.78 

Pengeluaran desa juga perlu diarahkan pada pemberdayaan, 

bukan hanya pembangunan fisik. Infrastruktur memang penting, 

tetapi masyarakat juga membutuhkan peningkatan kapasitas, 

pendampingan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan 

akses informasi. Belanja pemberdayaan dapat memperkuat 

kemandirian warga dan mengurangi ketergantungan pada 

bantuan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, 

kombinasi antara infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi 

akan membuat manfaat pengeluaran lebih tahan lama. Oleh 

karena itu, penelitian ini memperhatikan proporsi dan arah 

belanja desa dalam mendukung pembangunan yang inklusif.79 

Akhirnya, pengeluaran desa harus dilihat dari sisi kontrol 

sosial. Masyarakat berhak mengetahui, memberi masukan, dan 

mengawasi penggunaan APBDes karena anggaran tersebut 

berasal dari dana publik. Kontrol sosial dapat dilakukan melalui 

                                                      
78  Yuni Astuti dan Haris Munandar, “Dana Desa, Kapasitas Aparatur, dan 

Kualitas Belanja Desa,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 14, no. 1 (2023): 33-

49; Siti Maryam, “Perencanaan APBDes Berbasis Kebutuhan Masyarakat,” Jurnal 

Administrasi Publik 20, no. 1 (2024): 72-86. 
79  Agus Salim dan Nur Fitriani, “Belanja Desa dan Pencapaian Indikator 

Pembangunan Desa,” Jurnal Pembangunan Wilayah 16, no. 2 (2024): 119-134; Sri 

Mulyani, “Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi,” Jurnal Ekonomi 

Desa 5, no. 1 (2023): 15-30. 



53 

 

 

 

musyawarah, papan informasi, laporan terbuka, dan keterlibatan 

BPD. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil peluang 

penyalahgunaan dan semakin besar kemungkinan anggaran 

digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, 

analisis pengeluaran desa perlu mencakup aspek transparansi dan 

partisipasi sebagai bagian dari keberhasilan implementasi.80 

Belanja desa berbasis kinerja menjadi pendekatan yang 

penting dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut menuntut agar 

setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki keluaran dan manfaat 

yang dapat dijelaskan. Dalam praktiknya, pemerintah desa perlu 

menetapkan sasaran kegiatan, penerima manfaat, indikator 

keberhasilan, dan mekanisme evaluasi. Jika pendekatan berbasis 

kinerja diterapkan, pengeluaran desa tidak hanya menjadi 

kewajiban administratif, tetapi menjadi alat pencapaian target 

pembangunan. Oleh karena itu, pengeluaran Desa Kurungan 

Nyawa perlu dianalisis dari sisi keterhubungan antara input 

anggaran, proses implementasi, output program, dan kontribusi 

terhadap SDGs Desa.81 

C. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 

SDGs Desa adalah arah pembangunan desa berkelanjutan yang 

menerjemahkan tujuan pembangunan ke dalam kebutuhan, 

potensi, dan persoalan desa. Penelitian ini tidak menilai seluruh 

                                                      
80  Fitrah Ramadhan, “Pengawasan Masyarakat terhadap APBDes,” Jurnal 

Governance and Local Politics 6, no. 1 (2024): 40-55; Ahmad Mustofa, “Sistem 

Keuangan Desa dan Akuntabilitas Anggaran,” Jurnal Akuntansi Sektor Publik 9, no. 2 

(2023): 201-216. 
81 Rohman Hidayat, “Analisis Belanja Desa Berbasis Kinerja,” Jurnal Manajemen 

Keuangan Publik 8, no. 2 (2024): 89-105; Erna Wati, “Evaluasi Pengeluaran Desa 

dalam Mendukung Pembangunan Lokal,” Jurnal Akuntansi Pemerintahan 10, no. 1 

(2023): 57-73. 
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tujuan SDGs Desa secara terpisah. Analisis dibatasi pada tujuan 

yang memiliki hubungan langsung dengan program pengeluaran 

Desa Kurungan Nyawa, yaitu: desa tanpa kemiskinan; desa sehat 

dan sejahtera; desa berpendidikan berkualitas; keterlibatan 

perempuan desa; desa berenergi bersih dan terbarukan; 

pertumbuhan ekonomi desa merata; desa tanpa kesenjangan; desa 

layak air bersih dan sanitasi; desa damai berkeadilan; serta 

kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Pemilihan 

indikator tersebut didasarkan pada kesesuaiannya dengan bidang 

belanja desa, dokumen APBDesa, dan bukti yang dapat diperoleh 

melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. 

2. Indikator Pengeluaran Desa dalam Perspektif Maqashid 

Syariah 

Setiap program pengeluaran desa dianalisis berdasarkan 

kemaslahatan yang ditimbulkannya. Hifz al-din (perlindungan 

agama) dihubungkan dengan dukungan kegiatan keagamaan dan 

kerukunan; hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dengan kesehatan, 

bantuan sosial, air bersih, sanitasi, dan keselamatan; hifz al-aql 

(perlindungan akal) dengan pendidikan, literasi, dan peningkatan 

kapasitas; hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dengan 

perlindungan perempuan dan anak, gizi, serta lingkungan layak; 

dan hifz al-mal (perlindungan harta) dengan pemberdayaan 

ekonomi, ketahanan pangan, pengelolaan aset, dan akuntabilitas 

anggaran. 

Pencapaian SDGs menuntut integrasi antara kebijakan ekonomi, 

pemerataan manfaat, dan keberlanjutan. Wulandari dan Salma 
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menegaskan bahwa ekonomi Islam, melalui orientasi keadilan 

sosial dan kemaslahatan, memiliki keterkaitan dengan upaya 

pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pembiayaan 

pembangunan berkelanjutan.² 

Sustainable Development Goals merupakan agenda 

pembangunan global yang disepakati untuk mengarahkan negara-

negara pada pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

Agenda ini menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya 

mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menurunkan 

kemiskinan, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, 

menjaga lingkungan, memperkuat perdamaian, serta membangun 

kemitraan. Dalam konteks Indonesia, SDGs tidak hanya menjadi 

agenda nasional, tetapi juga perlu diturunkan sampai tingkat lokal 

karena sebagian besar persoalan pembangunan dirasakan 

langsung oleh masyarakat di daerah dan desa. Oleh sebab itu, 

SDGs Desa menjadi kerangka penting untuk melihat arah 

pembangunan desa.82 

SDGs Desa adalah pelokalan tujuan pembangunan berkelanjutan 

ke dalam konteks desa. Pelokalan ini diperlukan karena desa 

memiliki karakteristik, potensi, dan masalah yang berbeda 

dengan wilayah perkotaan. SDGs Desa berfungsi sebagai arah 

kebijakan agar pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada 

proyek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, ekonomi lokal, 

kelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan. Melalui 

                                                      
82 United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development (New York: United Nations, 2015); Jeffrey D. Sachs et al., Sustainable 

Development Report 2024 (Dublin: Dublin University Press, 2024). 
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SDGs Desa, pemerintah desa diarahkan untuk membuat 

perencanaan dan penganggaran yang lebih berbasis data. Karena 

itu, penelitian ini menggunakan SDGs Desa sebagai alat analisis 

untuk melihat apakah pengeluaran Desa Kurungan Nyawa telah 

berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.83 

Secara substantif, SDGs Desa memuat 18 tujuan yang meliputi 

desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan 

sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan 

desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan 

terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan 

inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan 

permukiman aman dan nyaman, konsumsi dan produksi sadar 

lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli 

lingkungan laut dan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan 

pembangunan desa, serta kelembagaan desa dinamis dan budaya 

desa adaptif. Tujuan tersebut memperlihatkan cakupan 

pembangunan desa yang luas dan multidimensi.84 

Pencapaian SDGs Desa sangat bergantung pada kemampuan desa 

mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut ke dalam perencanaan 

dan penganggaran. Setiap kegiatan yang dibiayai desa idealnya 

dapat dikaitkan dengan satu atau beberapa tujuan SDGs Desa. 

Misalnya, belanja untuk sanitasi berkaitan dengan desa layak air 

                                                      
83 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SDGs 

Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Jakarta: 

Kemendesa PDTT, 2020); Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
84  Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kemendesa PDTT Tahun 2020-2024; Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 40 

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa. 
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bersih dan sanitasi, belanja pemberdayaan ekonomi berkaitan 

dengan pertumbuhan ekonomi merata, dan belanja penguatan 

kelembagaan berkaitan dengan kelembagaan desa dinamis. Oleh 

sebab itu, SDGs Desa tidak hanya menjadi daftar tujuan normatif, 

tetapi menjadi pedoman praktis untuk menilai relevansi dan 

manfaat pengeluaran desa.85 

Data menjadi unsur penting dalam pelaksanaan SDGs Desa. 

Pendataan diperlukan untuk mengetahui kondisi rumah tangga, 

tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, 

lingkungan, serta akses layanan dasar. Tanpa data yang baik, desa 

sulit menentukan prioritas pembangunan secara tepat. Pendataan 

SDGs Desa membantu pemerintah desa menghindari keputusan 

yang hanya berdasarkan perkiraan atau kebiasaan, sehingga 

pengeluaran desa dapat diarahkan pada masalah yang paling 

mendesak. Dalam penelitian ini, keberadaan dan penggunaan 

data SDGs Desa akan menjadi salah satu aspek penting dalam 

melihat kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran Desa 

Kurungan Nyawa.86 

SDGs Desa juga memiliki fungsi evaluatif. Capaian 

pembangunan desa dapat dinilai melalui indikator yang 

menunjukkan perubahan kondisi masyarakat. Dengan indikator 

                                                      
85 Reni Febriani dan Suryadi Samudra, “Implementasi Sustainable Development 

Goals (SDGs) Desa sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau,” Jurnal 

Ilmiah Publika 11, no. 1 (2023): 337-345; Muhammad Fardh‟lu Rizky dan Dadang 

Mashur, “Penerapan Sustainable Development Goals Desa,” Jurnal Ilmiah Wahana 

Pendidikan 8, no. 15 (2022): 385-394. 
86 Ahmad Izana, M. Yasin, dan Eka Septiani, “Implementasi SDGs Desa di Desa 

Antosari,” Jurnal Administrasi Publik 12, no. 2 (2023): 90-104; Riska Tyas, Budi 

Santoso, dan Wulan Sari, “Model Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa untuk 

Akselerasi SDGs Desa,” Jurnal Perencanaan Pembangunan 7, no. 2 (2023): 155-172. 
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tersebut, pemerintah desa dapat menilai apakah program yang 

dibiayai telah menghasilkan dampak, apakah sasaran sudah tepat, 

dan apakah perlu perbaikan kebijakan. Fungsi evaluatif ini 

penting karena banyak program desa secara administratif selesai, 

tetapi belum tentu memberi perubahan signifikan bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, keterkaitan antara realisasi belanja 

dan indikator SDGs Desa menjadi bagian penting dalam analisis 

implementasi pengeluaran desa.87 

Dalam literatur mutakhir, pengukuran SDGs menjadi tantangan 

karena indikator yang luas membutuhkan data yang akurat, 

metode klasifikasi yang tepat, serta konteks lokal yang memadai. 

Pada tingkat desa, tantangan ini lebih kompleks karena kapasitas 

pendataan dan analisis sering terbatas. Namun, pendekatan SDGs 

Desa tetap penting karena dapat mengarahkan pemerintah desa 

untuk melihat pembangunan secara menyeluruh. Desa tidak 

hanya menilai keberhasilan dari pembangunan jalan atau 

drainase, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan, ketahanan 

sosial, kualitas lingkungan, dan tata kelola. Hal ini sesuai dengan 

kebutuhan penelitian yang menganalisis hubungan pengeluaran 

desa dengan pembangunan berkelanjutan.88 

SDGs Desa memiliki hubungan erat dengan Dana Desa dan 

APBDes. Dana publik yang masuk ke desa seharusnya dapat 

                                                      
87 Badan Pusat Statistik, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 

2024 (Jakarta: BPS, 2024); Bappenas, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Indonesia, Edisi II (Jakarta: Bappenas, 2022). 
88 Lukas Pukelis et al., “OSDG 2.0: A Multilingual Tool for Classifying Text Data 

by UN Sustainable Development Goals,” arXiv (2022): 1-21; Yury Kashnitsky et al., 

“Evaluating Approaches to Identifying Research Supporting the United Nations 

Sustainable Development Goals,” arXiv (2022): 1-25. 
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menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan. Pengeluaran desa yang dikelola 

dengan baik dapat memperbaiki pelayanan dasar, mengurangi 

kerentanan sosial, memperluas kesempatan ekonomi, dan 

menjaga lingkungan. Namun, apabila pengeluaran tidak berbasis 

kebutuhan dan indikator, maka kontribusinya terhadap SDGs 

Desa menjadi lemah. Oleh sebab itu, penelitian ini menilai 

apakah program yang dibiayai di Desa Kurungan Nyawa telah 

diarahkan pada tujuan SDGs Desa yang relevan.89 

Keberhasilan SDGs Desa juga ditentukan oleh partisipasi 

masyarakat. Agenda pembangunan berkelanjutan menekankan 

prinsip no one left behind, sehingga kelompok miskin, 

perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan 

kelompok rentan harus diperhatikan dalam kebijakan desa. 

Partisipasi memastikan bahwa program tidak hanya mewakili 

kepentingan elite, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan 

warga. Dalam konteks pengeluaran desa, partisipasi dapat dilihat 

pada proses musyawarah, usulan kegiatan, pengawasan, dan 

evaluasi manfaat. Semakin kuat partisipasi masyarakat, semakin 

besar peluang belanja desa mendukung capaian SDGs Desa 

secara inklusif.90 

                                                      
89 Muhammad Kosat, Siti Nurjanah, dan Asep Hidayat, “Pengaruh Perencanaan, 

Transparansi, dan Akuntabilitas Dana Desa terhadap SDGs Desa,” Jurnal Akuntansi 

dan Keuangan Publik 9, no. 1 (2024): 51-66; Eko Wibowo, “Dana Desa dan 

Akselerasi SDGs Desa,” Jurnal Pembangunan Daerah 12, no. 1 (2022): 22-38. 
90 UNDP, Human Development Report 2023/2024 (New York: UNDP, 2024); 

OECD, Measuring Distance to the SDG Targets 2022 (Paris: OECD Publishing, 

2022). 
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SDGs Desa juga menuntut keseimbangan antara capaian jangka 

pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Pembangunan fisik 

yang dibutuhkan masyarakat tetap penting, tetapi harus disertai 

pertimbangan lingkungan, pemeliharaan, manfaat ekonomi, dan 

keberlanjutan sosial. Misalnya, pembangunan infrastruktur harus 

mempertimbangkan drainase, aksesibilitas, keselamatan, dan 

dampak lingkungan. Program pemberdayaan ekonomi harus 

memperhatikan keberlanjutan usaha dan pasar. Dengan demikian, 

SDGs Desa membantu pemerintah desa menghindari pola 

pembangunan yang parsial dan mendorong pengeluaran yang 

lebih terarah.91 

Dalam penelitian ini, SDGs Desa digunakan sebagai teori dan 

kerangka ukur yang menghubungkan pengeluaran desa dengan 

tujuan pembangunan. Analisis dilakukan dengan melihat 

kesesuaian program, proses implementasi, kelompok penerima 

manfaat, kendala pelaksanaan, dan kontribusi terhadap indikator 

pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan 

penelitian untuk menjelaskan bukan hanya apa saja pengeluaran 

desa, tetapi juga bagaimana pengeluaran tersebut mendukung 

kesejahteraan, pemerataan, lingkungan, dan kelembagaan. 

Dengan demikian, SDGs Desa menjadi dasar konseptual yang 

memperkuat arah penelitian tentang pengeluaran Desa Kurungan 

Nyawa.92 

                                                      
91 Kementerian Desa PDTT, Panduan Pendataan SDGs Desa (Jakarta: Kemendesa 

PDTT, 2021); Fatmawati dan Hendra Kurniawan, “Pendataan SDGs Desa dan 

Kualitas Perencanaan Pembangunan,” Jurnal Governance 5, no. 1 (2024): 44-59. 
92 Anindya Putri dan Mulyadi, “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan SDGs 

Desa,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 27, no. 2 (2023): 130-145; Nur Aini dan 
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Dalam perencanaan pembangunan, SDGs Desa dapat membantu 

desa menyusun prioritas yang lebih terarah. Tujuan-tujuan SDGs 

Desa memberikan kategori masalah yang dapat diterjemahkan ke 

dalam program tahunan. Misalnya, masalah stunting, sanitasi, 

pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan dapat 

ditempatkan pada tujuan yang berbeda, tetapi tetap saling 

berkaitan. Dengan demikian, SDGs Desa mendorong pemerintah 

desa berpikir lintas sektor. Penelitian ini menggunakan cara 

pandang tersebut untuk melihat apakah pengeluaran Desa 

Kurungan Nyawa telah mencerminkan prioritas yang 

terintegrasi.93 

SDGs Desa juga memperkuat orientasi pengurangan kemiskinan. 

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari 

akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, pekerjaan, 

permukiman, dan perlindungan sosial. Karena itu, program desa 

yang mendukung keluarga miskin perlu bersifat multidimensi. 

Pengeluaran desa dapat diarahkan pada bantuan sosial, pelatihan 

kerja, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan pelayanan 

dasar. Dengan memakai kerangka SDGs Desa, penelitian dapat 

menilai apakah alokasi anggaran telah menyasar faktor penyebab 

kemiskinan secara lebih luas.94 

                                                                                                                  
Rahmat Hidayat, “Kelembagaan Desa Dinamis dalam Pencapaian SDGs Desa,” Jurnal 

Administrasi Desa 4, no. 2 (2024): 88-103. 
93  Bappenas, Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 2023 (Jakarta: Bappenas, 2023); Kementerian Desa PDTT, Laporan 

Kinerja Kemendesa PDTT 2023 (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2024). 
94 Sri Wahyuni dan Purnomo, “SDGs Desa dan Pengurangan Kemiskinan,” Jurnal 

Kebijakan Pembangunan 18, no. 1 (2023): 53-68; Nurul Aisyah, “Indikator SDGs 

Desa dalam Perencanaan Pembangunan,” Jurnal Pemerintahan Desa 5, no. 2 (2024): 

99-114. 
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Kualitas data SDGs Desa menentukan kualitas keputusan. Data 

yang tidak mutakhir, tidak lengkap, atau tidak dipakai dalam 

perencanaan dapat membuat program kurang tepat sasaran. 

Pemerintah desa perlu memperbarui data, memverifikasi kondisi 

lapangan, dan menjadikan data sebagai dasar musyawarah. 

Dalam penelitian ini, pemanfaatan data menjadi aspek penting 

karena pengeluaran desa yang mendukung SDGs seharusnya 

berangkat dari informasi yang faktual. Dengan demikian, 

keberhasilan SDGs Desa tidak hanya ditentukan oleh adanya 

aplikasi atau formulir pendataan, tetapi oleh penggunaan data 

dalam keputusan anggaran.95 

Pada tingkat global, pengukuran SDGs terus berkembang melalui 

pemetaan indikator, laporan capaian, dan metode klasifikasi. 

Perkembangan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan 

membutuhkan sistem pemantauan yang serius. Desa dapat 

mengambil pelajaran bahwa setiap program perlu memiliki 

ukuran hasil, bukan hanya daftar kegiatan. Pengeluaran desa yang 

dikaitkan dengan SDGs akan lebih mudah dievaluasi karena 

memiliki tujuan yang jelas. Penelitian ini menggunakan prinsip 

tersebut untuk membaca hubungan antara belanja desa dan 

capaian pembangunan di Kurungan Nyawa.96 

                                                      
95  Hadi Prabowo, “Kualitas Data Desa dan Pengambilan Keputusan 

Pembangunan,” Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah 14, no. 2 (2023): 177-192; 

Lia Anggraini, “Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk SDGs Desa,” Jurnal 

Teknologi Pemerintahan 6, no. 1 (2024): 25-40. 
96 Li Li, Yu Zhao, dan Zhesi Shen, “Comparison of Sustainable Development 

Goals Labeling Systems Based on Topic Coverage,” arXiv (2024): 1-18; UN 

Sustainable Development Solutions Network, Sustainable Development Report 2023 

(Dublin: Dublin University Press, 2023). 
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Pencapaian SDGs Desa membutuhkan kolaborasi. Pemerintah 

desa tidak dapat bekerja sendiri karena banyak tujuan 

membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pendamping, 

lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dunia usaha, tokoh 

agama, dan masyarakat. Kolaborasi membantu desa mengatasi 

keterbatasan anggaran dan kapasitas. Dalam konteks ekonomi 

syariah, kolaborasi juga dapat diperluas melalui nilai tolong-

menolong, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, SDGs 

Desa dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai indikator 

teknis, tetapi juga sebagai agenda bersama untuk memperbaiki 

kehidupan masyarakat.97 

SDGs Desa tidak dapat dicapai hanya melalui dokumen 

perencanaan, tetapi membutuhkan perubahan cara kerja 

pemerintahan desa. Aparatur desa perlu memahami indikator, 

masyarakat perlu dilibatkan, dan program harus dipantau secara 

berkala. Kelembagaan desa yang dinamis menjadi penting karena 

capaian SDGs memerlukan koordinasi antarlembaga dan 

kesinambungan program lintas tahun anggaran. Dalam penelitian 

ini, SDGs Desa menjadi standar yang memperlihatkan apakah 

pengeluaran desa telah disusun sebagai program pembangunan 

yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.98 

                                                      
97 Anas Malik dan Nurhayati, “Ekonomi Syariah dan Agenda SDGs Desa,” Jurnal 

Ekonomi Islam 12, no. 2 (2024): 201-218; Rini Kartika, “Kolaborasi Pemerintah Desa 

dalam Pencapaian SDGs,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 9, no. 1 (2023): 67-82. 
98 Dewi Kusuma dan R. Pratama, “Akselerasi SDGs Desa melalui Perencanaan 

Partisipatif,” Jurnal Pembangunan Masyarakat 9, no. 1 (2024): 31-47; Arif Nugraha, 

“Penguatan Kelembagaan Desa untuk SDGs Desa,” Jurnal Administrasi Publik Lokal 

6, no. 2 (2023): 81-98. 
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Selain menjadi pedoman, SDGs Desa menuntut adanya 

monitoring yang berkelanjutan. Monitoring diperlukan agar 

pemerintah desa mengetahui kemajuan program, hambatan 

pelaksanaan, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam 

praktiknya, monitoring dapat dilakukan melalui laporan realisasi, 

verifikasi lapangan, forum masyarakat, dan pembaruan data. 

Tanpa monitoring, pengeluaran desa sulit dinilai kontribusinya 

terhadap indikator SDGs. Oleh karena itu, penelitian ini 

menempatkan monitoring sebagai unsur penting dalam membaca 

hubungan antara APBDes, pelaksanaan program, dan capaian 

pembangunan berkelanjutan di Desa Kurungan Nyawa.99 

D. Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan 

yang berupaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 

mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhannya. Konsep ini menolak cara pandang pembangunan 

yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka 

pendek dan mengabaikan dampak sosial serta lingkungan. Dalam 

konteks desa, pembangunan berkelanjutan menuntut pemerintah 

desa untuk menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur, 

peningkatan kesejahteraan, pemerataan akses, pelestarian 

lingkungan, dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, 

pengeluaran desa harus diarahkan agar mampu menghasilkan 

                                                      
99 Sari Dewanti, “Integrasi SDGs Desa dalam APBDes,” Jurnal Kebijakan dan 

Administrasi Desa 7, no. 1 (2024): 11-27; Deden Suhendar, “Monitoring Indikator 

SDGs Desa,” Jurnal Perencanaan Wilayah 13, no. 2 (2023): 211-226. 
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manfaat saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya 

dan kehidupan masyarakat desa pada masa depan.100 

Tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi berkaitan dengan 

peningkatan pendapatan, produktivitas, lapangan kerja, dan 

kemandirian ekonomi lokal. Pilar sosial berkaitan dengan 

pemerataan, kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok 

rentan, dan kohesi sosial. Pilar lingkungan berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya alam, sanitasi, ketahanan iklim, dan 

kualitas permukiman. Dalam penelitian ini, ketiga pilar tersebut 

dipakai untuk melihat apakah pengeluaran desa hanya berfokus 

pada belanja fisik atau telah menyentuh dimensi pembangunan 

yang lebih luas. Pengeluaran desa yang berkelanjutan harus 

mampu mengintegrasikan ketiga pilar tersebut secara 

seimbang.101 

Pemikiran pembangunan berkelanjutan juga menekankan 

batas ekologis. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung 

lingkungan dapat menimbulkan kerusakan yang justru 

menghambat kesejahteraan masyarakat. Di desa, masalah 

lingkungan dapat muncul dalam bentuk banjir, kerusakan lahan, 

pencemaran, sampah, kurangnya sanitasi, dan menurunnya 

kualitas sumber daya alam. Karena itu, pengeluaran desa perlu 

mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap kegiatan. 

Belanja untuk pembangunan jalan, drainase, air bersih, atau 
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Routledge, 2022); Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal, dan John A. Boyd, An Introduction 

to Sustainable Development, 2nd ed. (London: Routledge, 2021). 



66 

 

 

 

kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai output 

fisik, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan desa yang harus 

dijaga keberlanjutannya.102 

Dalam kebijakan nasional, pembangunan berkelanjutan 

menjadi arah penting pembangunan Indonesia. Tujuan 

pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam dokumen 

perencanaan, indikator pembangunan, dan kebijakan lintas 

sektor. Desa memiliki peran penting karena banyak indikator 

pembangunan nasional berkaitan dengan kondisi masyarakat 

desa, seperti kemiskinan, pangan, pendidikan, kesehatan, air 

bersih, pekerjaan, lingkungan, dan kelembagaan. Oleh sebab itu, 

pembangunan berkelanjutan di tingkat desa bukan agenda 

tambahan, melainkan bagian dari strategi nasional. Penelitian ini 

menempatkan pengeluaran desa sebagai instrumen yang dapat 

mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan apabila 

direncanakan dan dilaksanakan secara tepat.103 

Pembangunan desa berkelanjutan memerlukan pendekatan 

berbasis lokal. Setiap desa memiliki masalah dan potensi yang 

berbeda sehingga model pembangunan tidak dapat diseragamkan. 

Desa Kurungan Nyawa perlu dianalisis berdasarkan karakteristik 

sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaannya. Program yang 

tepat untuk satu desa belum tentu tepat untuk desa lain. Karena 

itu, pengeluaran desa harus disusun melalui proses yang 

memahami konteks lokal, melibatkan masyarakat, dan 
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menggunakan data. Pendekatan ini penting agar pembangunan 

desa tidak hanya mengikuti pola rutin anggaran, tetapi menjawab 

kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh warga.104 

Pembangunan berkelanjutan juga berkaitan dengan ketahanan 

masyarakat. Ketahanan menunjukkan kemampuan masyarakat 

menghadapi risiko ekonomi, sosial, kesehatan, bencana, dan 

lingkungan. Pengeluaran desa dapat berperan membangun 

ketahanan melalui program pemberdayaan ekonomi, bantuan 

sosial tepat sasaran, penguatan layanan kesehatan, infrastruktur 

adaptif, dan pengelolaan lingkungan. Desa yang berkelanjutan 

bukan hanya desa yang memiliki infrastruktur, tetapi desa yang 

warganya mampu bertahan dan berkembang ketika menghadapi 

perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini menilai pengeluaran 

desa dalam hubungannya dengan penguatan kapasitas masyarakat 

dan pengurangan kerentanan.105 

Konsep pembangunan manusia memperluas pemahaman 

pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya berkaitan 

dengan pendapatan, tetapi juga perluasan pilihan dan kemampuan 

manusia. Desa yang berhasil membangun adalah desa yang 

mampu memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, informasi, 

pekerjaan, lingkungan hidup, dan ruang partisipasi warga. Dalam 

konteks ini, pengeluaran desa harus dilihat sebagai sarana untuk 

memperluas kemampuan masyarakat. Belanja untuk pelatihan, 
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pelayanan kesehatan, pendidikan anak usia dini, sanitasi, dan 

kelembagaan dapat memiliki nilai strategis karena meningkatkan 

kualitas hidup dan kesempatan masyarakat.106 

Dari perspektif tata kelola, pembangunan berkelanjutan 

membutuhkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, 

responsif, dan kolaboratif. Tanpa tata kelola yang baik, anggaran 

pembangunan dapat kehilangan arah atau tidak menyentuh 

kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa perlu membangun kerja 

sama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan, pemerintah daerah, 

pendamping desa, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut 

diperlukan karena pembangunan berkelanjutan memiliki 

persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu 

aktor. Dalam penelitian ini, pengeluaran desa dianalisis dalam 

kerangka tata kelola pembangunan yang melibatkan banyak 

pihak.107 

Pembangunan berkelanjutan di wilayah Lampung dan 

pedesaan pada umumnya menghadapi tantangan integrasi antara 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan 

lingkungan. Program desa sering kali lebih mudah diarahkan 

pada pembangunan fisik yang terlihat, sementara program 

pemberdayaan, lingkungan, dan kelembagaan membutuhkan 

proses lebih panjang. Padahal pembangunan yang hanya 

menekankan aspek fisik dapat kurang berkelanjutan apabila tidak 

diikuti pemeliharaan, peningkatan kapasitas warga, dan 
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perubahan perilaku. Karena itu, penelitian ini penting untuk 

melihat apakah pengeluaran Desa Kurungan Nyawa telah 

mengarah pada integrasi pembangunan yang lebih menyeluruh.108 

Konsep pembangunan berkelanjutan juga menuntut adanya 

evaluasi manfaat jangka panjang. Suatu kegiatan desa dapat 

dianggap berhasil secara administratif ketika selesai 

dilaksanakan, tetapi belum tentu berkelanjutan apabila tidak 

dimanfaatkan, tidak dipelihara, atau tidak memberi dampak. Oleh 

karena itu, belanja desa harus dianalisis dari sisi output, outcome, 

dan keberlanjutan manfaat. Kegiatan pembangunan jalan, 

drainase, sanitasi, ekonomi produktif, atau pelatihan harus dilihat 

apakah benar-benar memperbaiki kehidupan warga. Pendekatan 

ini membantu penelitian menilai implementasi pengeluaran desa 

secara lebih kritis.109 

Dalam penelitian ini, pembangunan berkelanjutan berfungsi 

sebagai teori penghubung antara pengeluaran desa dan SDGs 

Desa. Teori ini menjelaskan mengapa belanja desa harus 

diarahkan pada keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan 

kelembagaan. Dengan memakai perspektif pembangunan 

berkelanjutan, analisis tidak berhenti pada besaran anggaran, 

tetapi melihat kualitas manfaat, pemerataan, partisipasi, dan daya 

tahan program. Pengeluaran Desa Kurungan Nyawa akan 

dipahami sebagai bagian dari upaya membangun desa yang tidak 
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109  Robert Chambers, Rural Development: Putting the Last First (London: 

Routledge, 2019); Norman Uphoff, Local Institutional Development (West Hartford: 

Kumarian Press, 2022). 



70 

 

 

 

hanya maju secara fisik, tetapi juga sejahtera, adil, ramah 

lingkungan, dan kuat secara kelembagaan.110 

Pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi keadilan. 

Keadilan berarti manfaat pembangunan harus dapat diakses oleh 

masyarakat luas, terutama mereka yang rentan. Dalam konteks 

desa, keadilan pembangunan dapat dilihat dari apakah belanja 

desa memperhatikan wilayah yang tertinggal, keluarga miskin, 

perempuan, anak, dan kelompok yang sulit mengakses layanan. 

Pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu 

tidak dapat disebut berkelanjutan karena berpotensi menimbulkan 

kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memandang 

pemerataan manfaat sebagai bagian penting dari analisis 

pengeluaran desa.111 

Infrastruktur desa menjadi bagian penting dari pembangunan 

berkelanjutan apabila dirancang sesuai kebutuhan dan dipelihara 

secara memadai. Jalan, drainase, jembatan kecil, sarana air 

bersih, dan fasilitas umum dapat memperbaiki akses masyarakat 

terhadap layanan dan kegiatan ekonomi. Namun, infrastruktur 

yang dibangun tanpa memperhatikan lingkungan dan 

pemeliharaan dapat cepat rusak atau menimbulkan masalah baru. 

Karena itu, belanja infrastruktur perlu dikaitkan dengan aspek 

sosial, ekonomi, dan lingkungan. Analisis ini membantu menilai 
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apakah pengeluaran desa memberi manfaat yang bertahan 

lama.112 

Pembangunan berkelanjutan juga terkait dengan ketahanan 

pangan dan lingkungan. Desa sebagai wilayah yang dekat dengan 

sumber daya alam memiliki peran strategis dalam menjaga lahan, 

air, dan produksi pangan. Pengeluaran desa dapat mendukung 

ketahanan pangan melalui kegiatan pertanian, pekarangan 

produktif, irigasi kecil, pelatihan, atau kelembagaan ekonomi. 

Program tersebut perlu dirancang agar tidak merusak lingkungan. 

Dalam penelitian ini, dimensi pangan dan lingkungan menjadi 

bagian dari penilaian karena SDGs Desa memuat tujuan desa 

tanpa kelaparan, konsumsi sadar lingkungan, dan desa tanggap 

perubahan iklim.113 

Kondisi lingkungan hidup menjadi dasar penting dalam 

perencanaan desa. Masalah sampah, sanitasi, banjir, kualitas air, 

dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi kesehatan dan 

ekonomi masyarakat. Pengeluaran desa yang peka lingkungan 

dapat membantu mencegah biaya sosial yang lebih besar pada 

masa depan. Misalnya, belanja drainase dan sanitasi dapat 

mengurangi risiko penyakit, sedangkan penghijauan dapat 

memperbaiki kualitas lingkungan. Oleh sebab itu, pembangunan 
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berkelanjutan menuntut pemerintah desa menghitung manfaat 

dan risiko lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan.114 

Pemberdayaan masyarakat merupakan inti pembangunan 

berkelanjutan karena masyarakat bukan hanya objek penerima 

program, tetapi subjek pembangunan. Pemberdayaan 

meningkatkan kemampuan warga mengidentifikasi masalah, 

mengelola potensi, dan mengambil keputusan. Pengeluaran desa 

yang diarahkan pada pemberdayaan dapat memperkuat 

kemandirian ekonomi dan sosial. Program pelatihan, penguatan 

kelompok usaha, kader kesehatan, atau kelembagaan desa dapat 

menghasilkan manfaat jangka panjang. Dalam penelitian ini, 

pemberdayaan menjadi ukuran penting untuk melihat apakah 

pengeluaran desa mendorong kemandirian atau hanya 

menghasilkan ketergantungan.115 

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan memberikan 

ukuran nilai bagi pengeluaran desa. Belanja desa dinilai baik 

apabila mampu menghasilkan manfaat ekonomi, memperluas 

keadilan sosial, menjaga lingkungan, dan memperkuat partisipasi. 

Perspektif ini membuat penelitian lebih komprehensif karena 

tidak hanya melihat administrasi keuangan, tetapi juga arah 

perubahan yang dihasilkan. Pembangunan berkelanjutan menjadi 
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jembatan antara SDGs Desa sebagai indikator dan maqashid 

syariah sebagai nilai kemaslahatan.116 

Keberlanjutan program desa juga ditentukan oleh 

kesinambungan antarperiode anggaran. Banyak program yang 

bermanfaat membutuhkan pemeliharaan, pendampingan, dan 

evaluasi lebih dari satu tahun. Karena itu, pembangunan 

berkelanjutan menuntut agar pengeluaran desa tidak bersifat 

terputus-putus, tetapi memiliki arah jangka menengah yang 

konsisten dengan RPJMDes dan SDGs Desa. Dalam penelitian 

ini, kesinambungan tersebut penting untuk menilai apakah 

program yang dibiayai oleh desa benar-benar membangun 

kapasitas masyarakat dan memperkuat daya tahan lingkungan 

sosial maupun ekologis.117 

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi 

oleh penerimaan masyarakat. Program desa yang disusun tanpa 

memahami aspirasi warga cenderung sulit dipelihara dan kurang 

dimanfaatkan. Sebaliknya, program yang lahir dari kebutuhan 

masyarakat lebih mudah dijaga karena warga merasa memiliki. 

Oleh karena itu, pengeluaran desa harus terhubung dengan proses 

partisipatif sejak perencanaan sampai evaluasi. Dalam penelitian 

ini, partisipasi dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan 
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bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi konsep, 

tetapi benar-benar hidup dalam praktik pemerintahan desa.118 

E. Teori Maqashid Syariah 

Maqashid syariah dapat dijadikan kerangka evaluasi program 

publik karena mengarahkan penggunaan sumber daya pada 

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yulita serta 

Azis, Ghozali, dan Habibi menunjukkan bahwa nilai 

keberlanjutan, keadilan sosial, perlindungan harta, dan tata kelola 

yang etis dapat dianalisis melalui perspektif maqashid syariah.³ 

Dalam konteks desa, hasil penelitian Hanif, Hayati, dan 

Susilawati mengenai BUMDes memperlihatkan pentingnya 

pengembangan potensi lokal bagi kesejahteraan masyarakat. Hal 

tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengeluaran desa perlu 

dinilai berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi 

warga.⁴  

Maqashid Syariah merupakan teori yang menjelaskan tujuan 

utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan 

mencegah kerusakan. Dalam kajian klasik, maqashid mencakup 

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Dalam perkembangan kontemporer, maqashid juga dipahami 

secara lebih luas sebagai kerangka etis untuk mewujudkan 

keadilan, kesejahteraan, martabat manusia, tata kelola yang baik, 

dan keberlanjutan lingkungan. Teori ini relevan untuk penelitian 
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ekonomi syariah karena pengeluaran desa tidak hanya dinilai dari 

efektivitas administratif, tetapi juga dari manfaatnya bagi 

kemaslahatan masyarakat.119 

Dalam ekonomi Islam, kebijakan publik dan penggunaan 

anggaran harus diarahkan untuk menghadirkan maslahah. 

Anggaran yang dikelola pemerintah desa seharusnya membantu 

masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan, 

membuka kesempatan ekonomi, memperbaiki layanan sosial, dan 

menjaga amanah publik. Pengeluaran desa yang digunakan untuk 

kepentingan umum dapat dipahami sebagai instrumen untuk 

mencapai kemaslahatan, selama dilaksanakan secara adil, 

transparan, tidak boros, dan tidak merugikan masyarakat. Dengan 

demikian, maqashid syariah dapat menjadi perspektif normatif 

untuk menilai apakah belanja desa selaras dengan nilai-nilai 

ekonomi Islam.120 

Perlindungan jiwa atau hifz al-nafs berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar yang menjaga keselamatan dan kualitas hidup 

manusia. Dalam konteks desa, pengeluaran untuk kesehatan, air 

bersih, sanitasi, penanggulangan bencana, lingkungan aman, dan 

bantuan bagi kelompok rentan dapat dikaitkan dengan tujuan ini. 

Pengeluaran desa tidak hanya membiayai kegiatan rutin, tetapi 

dapat menjadi sarana menjaga kehidupan masyarakat. Jika 
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anggaran desa diarahkan pada layanan dasar dan pengurangan 

risiko, maka pengeluaran tersebut memiliki nilai maqashid karena 

melindungi manusia dari bahaya dan meningkatkan 

kesejahteraan.121 

Perlindungan akal atau hifz al-aql berkaitan dengan pendidikan, 

pengetahuan, literasi, dan kemampuan masyarakat untuk 

mengambil keputusan yang baik. Pada tingkat desa, pengeluaran 

yang mendukung pendidikan anak usia dini, pelatihan 

masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, literasi keuangan, 

dan akses informasi dapat dipahami sebagai bagian dari 

perlindungan akal. SDGs Desa juga menempatkan pendidikan 

berkualitas dan kelembagaan dinamis sebagai tujuan penting. 

Dengan demikian, belanja desa yang memperkuat pengetahuan 

warga dan aparatur tidak hanya berdampak administratif, tetapi 

juga memiliki dimensi syariah karena meningkatkan kualitas 

manusia.122 

Perlindungan harta atau hifz al-mal berkaitan dengan keadilan 

ekonomi, perlindungan aset, penggunaan sumber daya secara 

amanah, dan pengembangan kesejahteraan. Dalam konteks 

pengeluaran desa, prinsip ini menuntut agar anggaran dikelola 

secara transparan, efisien, dan tidak disalahgunakan. Program 

pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha lokal, pembangunan 
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122 Muhammad Arrazi, “Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing 

the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia,” Muslim Business and 

Economics Review 4, no. 1 (2025): 89-107; Reza Fahlevi, “Maqashid Syariah dan 

Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 2 (2023): 144-160. 
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infrastruktur produktif, dan dukungan terhadap kelompok miskin 

dapat memperkuat hifz al-mal. Pada sisi lain, penyimpangan 

anggaran, pemborosan, dan program yang tidak bermanfaat 

bertentangan dengan maqashid karena merusak amanah harta 

publik.123 

Perlindungan keturunan atau hifz al-nasl dapat dipahami sebagai 

upaya menjaga keberlanjutan keluarga dan generasi mendatang. 

Pengeluaran desa yang mendukung kesehatan ibu dan anak, 

pendidikan, lingkungan permukiman layak, ketahanan pangan, 

dan perlindungan sosial memiliki hubungan dengan tujuan ini. 

Pembangunan desa tidak boleh hanya memenuhi kepentingan 

jangka pendek, tetapi harus memastikan bahwa generasi 

mendatang memperoleh lingkungan yang sehat, akses 

pendidikan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Oleh sebab 

itu, maqashid syariah sejalan dengan pembangunan berkelanjutan 

yang memperhatikan kepentingan lintas generasi.124 

Dalam perkembangan kontemporer, banyak sarjana mengaitkan 

maqashid syariah dengan SDGs. Keduanya memiliki titik temu 

pada tujuan keadilan, pengentasan kemiskinan, perlindungan 

lingkungan, kesejahteraan, dan tata kelola. SDGs Desa dapat 

dipandang sebagai instrumen teknis untuk mengukur 

pembangunan, sedangkan maqashid syariah memberi dasar nilai 

dan etika bagi arah pembangunan tersebut. Dalam penelitian ini, 

                                                      
123 Monzer Kahf, Islamic Economics and Finance: A Glossary, 2nd ed. (Kuala 

Lumpur: IBFIM, 2022); M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis, dan Mehmet Asutay, 

Handbook of Islamic Banking and Finance (Cheltenham: Edward Elgar, 2022). 
124  Asep Saepudin Jahar, “Maqasid al-Shariah and Social Policy in Muslim 

Societies,” Studia Islamika 30, no. 1 (2023): 1-28; Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 

Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2022). 
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hubungan keduanya penting karena tema pengeluaran desa 

dianalisis dalam program studi ekonomi syariah. Pengeluaran 

desa yang mendukung SDGs Desa dapat dinilai sebagai upaya 

mewujudkan maslahah apabila programnya memenuhi prinsip 

keadilan, amanah, dan kebermanfaatan.125 

Maqashid syariah juga menekankan prinsip keadilan distribusi. 

Keadilan distribusi berarti manfaat pembangunan tidak boleh 

hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus menjangkau 

masyarakat luas, terutama kelompok miskin dan rentan. Dalam 

konteks desa, hal ini berarti pengeluaran harus 

mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga miskin, perempuan, 

anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, petani kecil, dan pelaku 

usaha mikro. Apabila belanja desa hanya menguntungkan 

kelompok tertentu, maka prinsip maqashid belum terpenuhi. Oleh 

karena itu, penelitian ini memperhatikan aspek ketepatan sasaran 

dan pemerataan manfaat program desa.126 

Dari sisi tata kelola, maqashid syariah menuntut amanah, 

kejujuran, tanggung jawab, dan larangan merugikan pihak lain. 

Pengelolaan anggaran desa merupakan amanah publik yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah 

SWT. Nilai ini memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas 

dalam administrasi publik. Pengeluaran desa yang dilakukan 

                                                      
125 Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, “Maqasid al-Shariah 

and Corporate Social Responsibility,” The American Journal of Islamic Social 

Sciences 39, no. 3 (2022): 25-48; Umer Chapra, The Islamic Vision of Development 

in the Light of Maqasid al-Shariah (London: IIIT, 2021). 
126 Siti Khadijah Ab Manan, Fadilah Mansor, dan Azman Ab Rahman, “Maqasid 

al-Shariah for Sustainable Development,” Journal of Islamic Accounting and Business 

Research 14, no. 6 (2023): 985-1003; Aam Slamet Rusydiana, “Maqasid Index and 

Islamic Development,” Journal of Islamic Economics 15, no. 1 (2024): 77-92. 



79 

 

 

 

secara terbuka dan bertanggung jawab akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, sedangkan penyimpangan dapat 

merusak kemaslahatan. Dengan demikian, maqashid syariah 

memberikan landasan moral bagi analisis pengeluaran desa selain 

landasan regulatif dan administratif.127 

Pengeluaran desa yang mendukung pembangunan berkelanjutan 

dapat dipandang sebagai bentuk realisasi maqashid dalam 

konteks kontemporer. Kegiatan yang menjaga lingkungan, 

menyediakan air bersih, meningkatkan ekonomi warga, 

memperkuat pendidikan, dan melindungi kelompok rentan 

merupakan bentuk maslahah yang nyata. Namun, realisasi 

maqashid membutuhkan proses implementasi yang baik, data 

yang benar, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Jika 

prosesnya lemah, maka tujuan kemaslahatan sulit dicapai 

meskipun programnya secara formal terlihat baik. Oleh sebab itu, 

maqashid syariah dalam penelitian ini digunakan untuk membaca 

dimensi nilai dari pengeluaran desa.128 

Berdasarkan uraian tersebut, teori maqashid syariah berfungsi 

sebagai perspektif normatif dalam penelitian ini. Teori kebijakan 

publik menjelaskan proses implementasi, teori pengeluaran desa 

menjelaskan penggunaan anggaran, SDGs Desa menjelaskan 

tujuan pembangunan, sedangkan maqashid syariah menilai 

                                                      
127  Muhammad Iqbal Fasa, “Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi 

Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 1-14; Nur Ika Mauliyah, 

Hikmatul Hasanah, dan Miftahul Hasanah, “Potensi Pengembangan Green Sukuk dan 

Aspek Hukum di Indonesia,” Ekonomica Sharia 8, no. 2 (2023): 221-234. 
128 Abdul Ghafar Ismail, Islamic Economics: Theory, Policy and Social Justice 

(Kuala Lumpur: Palgrave, 2022); M. Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke 

Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2021). 
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apakah seluruh proses tersebut menghasilkan kemaslahatan. 

Dengan memadukan perspektif tersebut, penelitian dapat 

menganalisis pengeluaran Desa Kurungan Nyawa secara lebih 

komprehensif, yaitu dari sisi kebijakan, anggaran, keberlanjutan, 

dan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini memperkuat posisi 

penelitian dalam program studi Ekonomi Syariah.129 

Maqashid syariah kontemporer berkembang dari pendekatan 

perlindungan menuju pendekatan pengembangan. Jika 

pendekatan klasik menekankan penjagaan lima unsur pokok, 

pendekatan kontemporer menambahkan nilai pengembangan 

manusia, hak, kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, dan 

tata kelola. Perkembangan ini membuat maqashid relevan untuk 

membaca isu pembangunan desa. Pengeluaran desa tidak hanya 

menjaga kebutuhan dasar, tetapi juga harus mengembangkan 

potensi masyarakat agar lebih mandiri. Dengan demikian, 

maqashid dapat menjadi kerangka etis sekaligus kerangka 

pembangunan.130 

Prinsip maslahah dalam maqashid menuntut adanya prioritas. 

Tidak semua kebutuhan memiliki tingkat urgensi yang sama. 

Dalam fiqh maqashid dikenal tingkatan dharuriyyat, hajiyyat, dan 

tahsiniyyat. Kebutuhan dharuriyyat harus didahulukan karena 

menyangkut keselamatan dasar manusia, sedangkan kebutuhan 

                                                      
129  Rafiq Yunus al-Misri, Usul al-Iqtisad al-Islami (Damaskus: Dar al-Qalam, 

2021); Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2021). 
130 M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi 

Agama dan Keislaman (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021); Auda Jasser, Re-Envisioning 

Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach (London: Claritas, 

2021). 
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hajiyyat dan tahsiniyyat melengkapi kualitas hidup. Prinsip 

prioritas ini relevan dalam pengeluaran desa karena anggaran 

terbatas. Pemerintah desa perlu mendahulukan program yang 

menyangkut kemiskinan, kesehatan, air bersih, pangan, dan 

keselamatan masyarakat sebelum kegiatan yang bersifat 

pelengkap.131 

Maqashid juga mengajarkan bahwa kemaslahatan publik harus 

menghindari mafsadah. Dalam konteks anggaran desa, mafsadah 

dapat berupa korupsi, pemborosan, diskriminasi, konflik sosial, 

kerusakan lingkungan, atau program yang tidak bermanfaat. 

Karena itu, pengeluaran desa perlu diuji dari sisi manfaat dan 

mudaratnya. Program yang secara administratif sah belum tentu 

sesuai maqashid apabila menimbulkan kerugian masyarakat. 

Pendekatan ini memberi kedalaman etis dalam penelitian karena 

belanja desa dinilai bukan hanya berdasarkan aturan, tetapi juga 

berdasarkan konsekuensi moral dan sosialnya.132 

Integrasi maqashid dengan SDGs Desa memperlihatkan bahwa 

tujuan pembangunan modern dapat dibaca melalui nilai Islam. 

Desa tanpa kemiskinan sejalan dengan perlindungan harta dan 

jiwa, pendidikan berkualitas sejalan dengan perlindungan akal, 

kesehatan dan sanitasi sejalan dengan perlindungan jiwa, 

sedangkan lingkungan berkelanjutan sejalan dengan tanggung 

jawab manusia sebagai khalifah. Integrasi ini penting agar 

                                                      
131 Yusuf al-Qaradawi, Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah (Kairo: Dar al-Shuruq, 

2021); Ahmad Raysuni, Nazariyyat al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi (Beirut: Dar 

al-Kalimah, 2022). 
132  Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021); 

Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2021). 
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penelitian ekonomi syariah tidak berhenti pada terminologi, tetapi 

mampu menjelaskan hubungan antara nilai Islam dan praktik 

kebijakan pembangunan desa.133 

Dalam keuangan publik Islam, pemimpin dipandang sebagai 

pemegang amanah. Amanah tersebut menuntut penggunaan 

sumber daya publik untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan 

pribadi atau kelompok. Pengeluaran desa karena itu harus 

dilaksanakan dengan niat kemaslahatan, prosedur yang benar, 

dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai amanah 

melengkapi prinsip good governance karena memberi dasar 

spiritual pada transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian 

ini, nilai amanah dipakai untuk membaca komitmen aparatur desa 

dalam mengelola APBDes.134 

Dengan tambahan perspektif tersebut, maqashid syariah menjadi 

teori yang sangat sesuai untuk penelitian ini. Tema pengeluaran 

desa dan SDGs Desa berada pada persilangan antara kebijakan 

publik, ekonomi pembangunan, dan etika Islam. Maqashid 

membantu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya diukur 

dari infrastruktur dan angka anggaran, tetapi dari perlindungan 

manusia, pemerataan manfaat, keberlanjutan lingkungan, dan 

tanggung jawab moral. Karena itu, teori ini menjadi landasan 

                                                      
133  Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam dan Maqashid 

Syariah (Jakarta: Kencana, 2022); Busyro, Maqashid al-Syariah: Pengetahuan 

Mendasar Memahami Maslahah (Jakarta: Kencana, 2022). 
134 Habib Ahmed, Product Development in Islamic Banks (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2022); Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, Economic Development 

and Islamic Finance (Washington DC: World Bank, 2021). 
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penting dalam menyimpulkan makna pengeluaran desa bagi 

kemaslahatan masyarakat Kurungan Nyawa.135 

Maqashid syariah sebagai etika kebijakan publik menempatkan 

pemerintah sebagai pelayan kemaslahatan. Dalam pengeluaran 

desa, nilai ini menuntut agar keputusan anggaran tidak semata-

mata mengejar kepentingan politik, melainkan kebutuhan 

masyarakat yang paling nyata. Nilai keadilan, amanah, 

musyawarah, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar untuk 

membaca kualitas kebijakan desa. Dengan demikian, penelitian 

ini menggunakan maqashid syariah untuk menilai apakah 

implementasi pengeluaran Desa Kurungan Nyawa telah 

mendukung kehidupan yang lebih baik, adil, dan bermanfaat bagi 

masyarakat luas.136 

Dalam pengelolaan dana publik, maqashid syariah menekankan 

keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan manfaat 

substantif. Anggaran yang prosedurnya benar tetap perlu dinilai 

dari dampaknya terhadap kesejahteraan, keadilan, dan 

perlindungan masyarakat. Prinsip ini membuat analisis 

pengeluaran desa tidak berhenti pada laporan keuangan, tetapi 

berlanjut pada pertanyaan apakah program benar-benar 

menghadirkan maslahat. Karena itu, maqashid syariah menjadi 

                                                      
135 Lailatul Qodriyah dan Moh. Khoiruddin, “Maqashid Syariah dan Tata Kelola 

Keuangan Publik Islam,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2024): 55-70. 
136 Zainal Abidin, “Maqashid Syariah sebagai Etika Kebijakan Publik,” Jurnal 

Studi Islam 19, no. 1 (2024): 65-83; Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam 

(Jakarta: Logos, 2022). 
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alat untuk menguji kualitas etis dari kebijakan pengeluaran desa 

dalam mendukung SDGs Desa.137 

F. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan alur logis yang menjelaskan 

hubungan antara teori, konsep, dan fokus penelitian. Dalam 

penelitian ini, kerangka berpikir dibangun dari pandangan 

bahwa pengeluaran desa merupakan bagian dari implementasi 

kebijakan publik di tingkat desa. Kebijakan tersebut lahir 

melalui perencanaan pembangunan desa, dituangkan dalam 

APBDes, dilaksanakan melalui program dan kegiatan, 

kemudian dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap 

pencapaian SDGs Desa. Dengan demikian, analisis tidak hanya 

diarahkan pada besarnya anggaran, tetapi pada proses, 

ketepatan sasaran, faktor pendukung, faktor penghambat, dan 

manfaat yang dirasakan masyarakat.138 

Kerangka berpikir penelitian ini juga memasukkan perspektif 

pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah. 

Pembangunan berkelanjutan menjelaskan pentingnya 

keseimbangan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan 

kelembagaan, sedangkan maqashid syariah memberi dasar nilai 

bahwa pengeluaran publik harus menghasilkan kemaslahatan. 

Oleh karena itu, pengeluaran Desa Kurungan Nyawa dianalisis 

sebagai instrumen kebijakan yang seharusnya mendukung 

                                                      
137  Heri Sudarsono, “Etika Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Dana Publik,” 

Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 1 (2024): 19-35; M. Nur Kholis, “Maqashid Syariah dan 

Sustainable Development Goals,” Jurnal Hukum Islam 21, no. 2 (2023): 177-194. 
138  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2022); John W. Creswell dan J. David Creswell, Research Design: 

Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 6th ed. (Los Angeles: 

Sage, 2023). 
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tujuan SDGs Desa sekaligus memperkuat kesejahteraan, 

keadilan, amanah, dan keberlanjutan. Alur hubungan konsep 

tersebut digambarkan dalam bagan berikut.139 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 

Bagan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik menjadi 

dasar awal bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan, 

penganggaran, dan pelaksanaan pengeluaran desa. Implementasi 

pengeluaran desa kemudian dipengaruhi oleh faktor komunikasi, 

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika 

faktor-faktor tersebut berjalan baik, maka program prioritas desa 

akan lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan output pada 

dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Output 

tersebut selanjutnya diarahkan untuk mendukung pencapaian 

                                                      
139  Miles, Huberman, dan Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods 

Sourcebook, 4th ed. (Los Angeles: Sage, 2020); Lexy J. Moleong, Metodologi 

Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021). 
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SDGs Desa sebagai ukuran pembangunan berkelanjutan di 

tingkat lokal.140 

Pada tahap akhir, pencapaian SDGs Desa dipahami tidak hanya 

sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga sebagai jalan 

menuju kemaslahatan masyarakat. Perspektif maqashid syariah 

menegaskan bahwa pengeluaran desa harus melindungi jiwa, 

akal, harta, keturunan, dan kepentingan publik secara luas. 

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menempatkan 

pengeluaran Desa Kurungan Nyawa sebagai variabel utama yang 

dianalisis melalui proses implementasi, diarahkan pada capaian 

SDGs Desa, dan dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap 

pembangunan berkelanjutan serta nilai kemaslahatan dalam 

ekonomi Islam.141 

                                                      
140  George C. Edward III, Implementing Public Policy (Washington DC: 

Congressional Quarterly Press, 1980); Kementerian Desa PDTT, SDGs Desa: 

Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Jakarta: 

Kemendesa PDTT, 2020). 
141  Mohammad Hashim Kamali, The Objectives of Islamic Law (Cambridge: 

Islamic Texts Society, 2022); United Nations, The Sustainable Development Goals 
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